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ABSTRAK 

 

Kurniasari, Anita Eka 2016. Analisis Fatwa DSN MUI No.53/DSN MUI/III/2006 

Tentang Akad Tabarru„ Terhadap Praktek Akad Tabarru„ di Kantor Keagenan PT 

Prudential Ponorogo. Program studi muamalah jurusan syari‟ah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ely Masykuroh, SE., M.S.I. 

Semaraknya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank juga 

berdampak bagi lembaga keuangan bukan bank, termasuk di dalamnya asuransi. Prudential 

merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syari‟ah. Produk dalam 
Prudential syariah yaitu PIA Syari‟ah dan PAA Syari‟ah terdapat perbedaan mengenai 
penerapan dan pengelolaan pada dana premi yang dibayarkan peserta. Dan dengan adanya 

fatwa DSN MUI tentang praktik akad tabarru„, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang praktik akad tabarru‟ di kantor keagenan PT Prudential Ponorogo.  

Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik akad tabarru„ di Prudential, 

bagaimana pengelolaan dana tabarru„ di Prudential, dan bagaimana pula tindakan 

Prudential jika terjadi kelebihan atau kekurangan dari dana tabarru„ tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana akad 

dan kedudukan para pihak pada akad tabarru„  asuransi syariah di kantor keagenan PT 

prudential Ponorogo, dan mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI terhadap mekanisme 

pengelolaan dana tabarru„  di kantor keagenan PT Prudential Ponorogo. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data berupa interview, observasi dan 

dokumentasi, analisis data yang digunakan yaitu  teknik analisis deskriptif dengan metode 

induktif dan deduktif. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Akad yang digunakan 

pada produk PRUlink syariah di PT Prudential Ponorogo adalah akad tabarru„  dan akad 

Tija> rah. Akad Tabarru„  yaitu akad antara sesama pemilik polis/peserta yang disebut 

hibah. Sedangkan akad tija> rah adalah akad antara pemilik polis/peserta dengan 

Perusahaan Prudential yang disebut Wakalah bil Ujrah. Di dalam akad tabarru„  ini peserta 

memberikan dana hibah  yang akan digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain 

yang terkena musibah. Kedua,  Pengelolaan dana tabarru„  di Prudential yakni setiap dana 

kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikelola oleh prudential pusat. PT 

Prudential Ponorogo hanya sebagai perantara atau unit-unitnya saja dari Prudential pusat. 

Dana tabarru„  dibukukan pada rekening tabarru„  yang terpisah dengan rekening dana 

lainnya. Dan perusahaan mendapatkan fee dari pengelolaan dana kontribusi tersebut 

sebesar yang telah disepakati pada polis. Ketiga, Tindakan yang dilakukan Perusahaan 

Prudential jika terjadi kelebihan dana tabarru„  (Surplus Underwriting), yaitu akan 

menyimpan dana sebagai dana cadangan dan akan memberikan kelebihan dana tersebut 

kepada pemegang polis (Surplus Sharing), setelah dikurangi klaim dan hutang kepada 

perusahaan jika ada. Sedangkan jika terjadi kekurangan dari dana tabarru„  yang digunakan 

untuk dana pertanggungan atau klaim peserta, maka perusahaan prudential akan meminjam 

dari perusahaan asuransi lain dengan akad qa> rd} (hutang piutang) tanpa bunga, atau 

meminjam ke reasuransi. Ketiga hasil penelitian di atas sudah sesuai dengan ketentuan 

dalam fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru„ . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Di Indonesia mengenai definisi asuransi di jelaskan dalam Undang-

Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan 

bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 

atau hidupnya seseorang tertanggung.
1
 

Sementara itu, Islam menekankan bahwa setiap transaksi yang 

dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu unsur perjudian 

(maisir), unsur ketidakjelasan (garar), unsur riba, dan unsur bathil. Dengan 

melihat definisi mengenai asuransi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa semuanya tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Islam, karena 

didalamnya paling tidak terdapat dua unsur yang dilarang dalam Islam yaitu 

unsur maisir dan unsur garar. Untuk itu sementara orang Islam masih ragu, 

atau bahkan tidak mau mengikuti program asuransi kerugian atau asuransi 

                                                           
1
 Abddul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2007), 

3. 
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jiwa, karena disamping adanya kecenderungan hanya menguntungkan salah 

satu pihak yakni perusahaan asuransi, juga karena di dalamnya mengandung 

unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Dengan demikian konsekuensi 

yang timbul dengan mengikuti program asuransi konvensional bersifat ganda 

yakni dunia dan akhirat yang sama-sama tidak menguntungkan. 

Semaraknya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank 

di penghujung abad XX yang dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), juga berdampak bagi lembaga keuangan bukan bank, 

termasuk di dalamnya asuransi. Kebutuhan mengenai asuransi yang 

mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syari‟ah dirasa semakin meningkat, 

karena dalam kehidupan sekarang ini asuransi memiliki kemanfaatan bagi 

setiap orang yang tertimpa musibah, sehingga dapat mengurangi beban 

penderitaan yang dialaminya. 

Konsep asuransi konvensional yang menekankan pada pengalihan 

risiko (risk transfering), agar sesuai dengan prinsip syari‟ah perlu diubah 

menjadi pembagian risiko berdasarkan tolong-menolong (risk sharing). 

Prinsip tolong menolong ini dalam islam dikenal dengan prinsip ta‟awuniyah.2 

Hal ini mendasarkan pada ketentuan al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yaitu: 

                
  3 

Artinya   .........Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

                                                           
2
 Ibid., 4. 

3
 Al-Qur‟an, 5:2. 
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pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. 

 

Berdasarkan alasan di atas pula lah Dewan Syariah Nasional- Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan beberapa fatwa tentang asuransi 

yang sesuai dengan prinsip syari‟ah dan menjadi patokan lembaga asuransi 

dalam menerapkan sistem asuransi yang sesuai dengan Islam. Sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya bahwa yang menjadi keberatan dan dilarang 

Islam terhadap asuransi konvensional adalah adanya unsur perjudian, 

ketidakpastian, riba, dan bathil. Maka sebagai gantinya dapat diterapkan akad-

akad transional Islam yang secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

akad tabarru„ dan akad tija>rah.
4
 

Mengenai penerapan akad tabarru„  pada perusahaan asuransi syari‟ah 

pada tahun 2006 telah diatur melalui fatwa DSN, yaitu fatwa No.53/DSN-

MUI/III/2006 tentang Tabarru„ Pada Asuransi Syari‟ah. Dalam fatwa ini, 

yang dimaksud dengan Akad Tabarru„ pada asuransi adalah akad yang 

dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong 

antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Di dalam fatwa ini juga mengatur 

beberapa ketentuan-kententuan. 

Menurut Fatwa DSN MUI ketentuan akad dalam akad tabarru„, harus 

disebutkan sekurang-kurangnya hak & kewajiban masing-masing peserta 

secara individu, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 

tabarru„ selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu 

                                                           
4
 Anshori, Asuransi,68. 
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pembayaran premi dan klaim, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai 

dengan jenis asuransi yang diakadkan. 

Kedudukan para pihak dalam akad tabarru„ yaitu peserta memberikan 

dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain 

yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak 

menerima dana tabarru„ dan secara kolektif selaku penanggung. Sedangkan 

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad 

Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. 

Dalam pengelolaan dana tabarru„  menurut fatwa DSN MUI ada 

beberapa poin yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Pembukuan dana tabarru„  harus terpisah dari dana lainnya. 

2. Hasil investasi dari dana tabarru„  menjadi hak kolektif peserta dan 

dibukukan dalam akun tabarru„.  

3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil 

berdasarkan akad Mud}a>rabah, Musya>rakah, atau memperoleh ujrah (fee) 

berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.  

Jika terjadi suatu keadaan dimana terjadi surplus underwriting atas 

dana tabarru„, maka boleh dilakukan beberapa alternatif, yaitu diperlakukan 

seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru„ atau Disimpan 

sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para 

peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko, selain itu juga dapat 

disimpan sebagian sebagai dana cadangan serta dapat dibagikan sebagian 
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lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh 

para peserta. 

Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru„ (defisit tabarru„), 

maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam 

bentuk Qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan 

asuransi disisihkan dari dana tabarru„.5 

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan fatwa DSN-MUI 

tentang akad tabarru„, maka setiap perusahaan asuransi yang menggunakan 

sistem asuransi syariah harus menerapkan sistem tabarru„ pada produk 

asuransinya. Apabila tidak menerapkan sistem akad tabarru„  maka tidak 

sesuai dengan fatwa DSN-MUI.  

Berangkat dari uraian di atas peneliti memilih praktek akad tabarru„ 

yang ada pada asuransi syari‟ah sebagai obyek penelitian. Adapun lembaga 

yang dipilih adalah Prudential, dan tempat penelitian berada di cabang dari 

Prudential yaitu PT Prudential Ponorogo. Alasan peneliti memilih penelitian 

tersebut karena pada penjajagan awal bahwa di lembaga tersebut juga 

menerapkan prinsip asuransi syari‟ah pada produk asuransinya. Secara garis 

besar produk asuransi syariah yang ada di PT Prudential adalah PIA Syariah 

(Pru-link Syariah Investor Account) dan PAA (Pru-link Syariah Assurance 

Account), manfaat dari kedua produk sama yaitu manfaat kematian dan 

manfaat cacat total atau tetap. Namun pada kedua produk tersebut terdapat 

perbedaan pada pembagian dana premi dan mekanisme dana tabarru„. Untuk 

                                                           
5
 Ibid., 69-70. 
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itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana prakek akad, 

pengelolaan dan penggunaan, serta tindakan lembaga jika terjadi kelebihan 

atau kekurangan dana tabarru„  dalam lembaga asuransi tersebut. Sedangkan 

alasan peneliti memilih tempat penelitian di cabang dari perusahaan Prudential 

yakni PT Prudential Ponorogo karena Prudential ini merupakan Perusahaan 

yang membutuhkan nasabah, dan strategi untuk mendapatkan banyak nasabah 

yakni dengan adanya agen-agen di berbagai wilayah, sehingga data-data dan 

segala bentuk informasi yang dibutuhkan peneliti lebih tersedia lengkap di 

kantor keagenan PT Prudential, karena PT Prudential merupakan kumpulan 

agen-agen yang berinteraksi langsung dengan nasabah. 

Peneliti akan meneliti dan menganalisis praktek akad tabarru„ 

berdasarkan fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad 

Tabarru„ dengan penelitian yang berjudul : “ANALISIS FATWA DSN MUI 

NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU„ TERHADAP 

PRAKTEK AKAD TABARRU„ DI KANTOR KEAGENAN PT 

PRUDENTIAL PONOROGO”. 

 

B. Definisi Istilah 

Peneliti memberikan penjelasan tentang pengertian yang bersifat 

operasional dari konsep penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan 

menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan 

mengukur konsep tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam 

penelitian ini yaitu: 
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Fatwa :  Sebuah keputusan atau nasehat resmi 

yang diambil oleh sebuah lembaga atau 

perorangan yang diakui otoritasnya, 

disampaikan oleh seorang mufti atau 

ulama.
6
 

MUI ( Majelis Ulama Indonesia)  : Lembaga swadaya masyarakat yang 

mewadahi ulama, zu‟ama, dan 

cendekiawan islam di Indonesia untuk 

membimbing, membina dan 

mengayomi kaum muslimin di seluruh 

Indonesia.
7
 

DSN ( Dewan Syariah Nasional) :  Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk 

menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan aktivitas lembaga 

keuangan syari‟ah.8 

Tabarru„ : Sumbangan, hibah, dana kebajikan atau 

derma.
9
 

Akad Tabarru‟ : Semua bentuk akad yang dilakukan 

dengan tujuan kebaikan dan tolong-

menolong, yaitu bermaksud 

                                                           
6
 Aunur Rihim Faqih, et. Al., KHI, Hukum  Islam dan Fatwa MUI ( Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), 29. 
7
 Ibid., 25. 

8
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: 

Gema Insani, 2004), 543. 
9
 Ibid., 35.  
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memberikan dana kebajikan dengan niat 

ikhlas untuk tujuan saling membantu 

antara sesama peserta asuransi syari‟ah 

apabila ada di antaranya yang mendapat 

musibah.
10

 

Prudential  :  Suatu perusahan asuransi terbesar di 

Indonesia yang menerapkan sistem 

asuransi konvensional dan sistem 

asuransi syari‟ah . 

PT Prudential Ponorogo :  Sebuah kantor keagenan dari 

perusahaan jasa keuangan yang 

bergerak dibidang asuransi yang 

menerapkan sistem asuransi 

konvensional dan syari‟ah pada produk 

asuransinya. Terletak di Jl. Soekarno 

Hatta No. 226 Ponorogo. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan peneliti, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme kontrak asuransi di PT Prudential Ponorogo. 

                                                           
10

  Ibid., 36-37. 
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2. Hubungan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan penyelenggaraan 

produk asuransi syari‟ah di PT Prudential. 

3. Pengelolaan dana premi asuransi di Prudential Syari‟ah. 

4. Pengelolaan dana tabarru„  pada asuransi syari‟ah. 

5. Bagaimana kedudukan para pihak dalam akad tabarru„  di PT Prudential 

Ponorogo. 

6. Pemecahan masalah jika terjadi surplu underwriting dan defisit 

underwriting atas dana tabarru„  di Prudential. 

Dari beberapa masalah yang mungkin bisa dikaji tersebut, peneliti 

menetapkan batas-batas masalah secara jelas, mana saja yang masuk dalam 

pembahasan dalam penelitian pembahasan, diantaranya yaitu: 

1. Pengelolaan dana dana tabarru„  pada asuransi syari‟ah. 

2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam akad tabarru„  di PT Prudential. 

3. Pemecahan masalah jika terjadi surplus underwriting dan defisit 

underwriting atas dana tabarru„  di Prudential. 

 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana pandangan fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 

terhadap akad dan kedudukan para pihak dalam produk-produk asuransi di 

Prudential syari‟ah? 
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2. Bagaimana pandangan fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 

terhadap pengelolaan dana tabarru„  di Prudential Syari‟ah? 

3. Bagaimana pandangan fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 

terhadap tindakan yang dilakukan Prudential Syari‟ah jika terjadi surplus 

dan defisit underwriting atas dana tabarru„ ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana akad dan kedudukan 

para pihak pada akad tabarru‟ asuransi syari‟ah di PT prudential Ponorogo 

yang merupakan cabang/ kantor keagenan dari PT Prudential Life 

Assurance. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI terhadap pengelolaan dana 

tabarru„  di Prudential Syari‟ah. 

3. Untuk mengetauhi tinjauan fatwa DSN MUI terhadap praktik akad 

tabarru„  di Prudential Syari‟ah. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan bisa 

memberikan manfaat dan berguna bagi peneliti sendiri dan pembaca. 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menambah ilmu dan 

pengetahuan baru tentang asuransi syari‟ah dan sistem yang digunakan 

sehingga benar-benar menggunakan prinsip syari‟ah. 
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Secara praktis, diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk penelitian 

berikutnya. Dan diharapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang 

asuransi syari‟ah yang baik serta menjauhkan pembaca dari penipuan yang 

mengatasnamakan asuransi syari‟ah. 

 

G. Kajian pustaka 

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara 

menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas tentang 

asuransi, khususnya asuransi syari‟ah (taka>ful) yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Syaikhoni, yang 

berjudul Sistem Dana Tabarru‟ Asuransi Takaful Keluarga Surabaya (Sebuah 

Tinjauan Fiqh Muamalah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah tentang sistem dana tabarru„  Asuransi 

Takaful Keluarga Surabaya dari segi akad tabarru„, proses ber- tabarru„  dan  

penggunaan dananya pada Asuransi Takaful Surabaya ditinjau dari hukum 

Fiqh Mu‟amalah. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama,  akad tabarru„ 

diterima dalam Fiqh Mu‟amalah, karena substansi dari akad taka>ful adalah 

kesepakatan  untuk saling memberi, jadi hak klaim yang diterima merupakan 

santunan dari peserta lain dalam bentuk tabarru„  yang telah diniatkan 

bersama, bukan murni sebagai pengembalian atas tabarru„  yang telah 

diberikan. Kedua, proses ber- tabarru„  Asuransi Takaful Keluarga Surabaya 
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telah sejalan dengan rukun dan syarat tabarru„ /hibah dalam Fiqh Mu‟amalah. 

Bermula adanya kepesertaan (niat ber-tabarru„), pembayaran premi tabarru„  

dan berakhir dengan manfaat Takaful. Ketiga, Penggunaan dana tabarru„ 

untuk pembayaran klaim peserta dan penempatannya sebagai cadangan 

tabarru„  sesuai dengan ketentuan akad tabarru„   yang disepakati, sedangkan 

penggunaannya sebagai Reasuransi Syari‟ah bukan merupakan ketentuan akad 

tabarru„  yang diketahui. Sehingga di dalam melakukan pengelolaan dana 

tabarru„  perusahaan tidak selalu sejalan dengan akad yang diketahui peserta. 

Karena dana tabarru„ dianggap milik peserta, maka hal ini tidak 

diperbolehkan dalam fiqh mu‟amalah kecuali adanya ketentuan tambahan atas 

dana tabarru„ dan/atau telah ditetapkan dalam akad lain yang tidak 

terpisahkan dengan akad utama.
11

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ailyn Farihah Hasan, yang 

berjudul Studi Tentang Operasionalisasi Produk Non-saving pada PT. 

Asuransi Takaful Umum Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan dengan metode penelitian kualitatif, yang membahas tentang produk 

non-saving dan pengelolaan dana di PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.  

Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa akad antara peserta dan perusahaan 

asuransi takaful umum atas produk non-saving di PT Asuransi Takaful Umum 

telah sesuai dengan konsep akad tolong menolong yang di bolehkan dalam 

hukum islam, sedangkan mengenai mekanisme pengelolaan dana non-saving 
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sudah mengacu dan sejalan dengan tata cara asuransi syari‟ah dan sesuai 

dengan teori hukum islam.
12

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Qurrotu‟aini Mu‟awanah, yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Tabarru„ Jika 

Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir 

(Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang 

Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

membahas tentang realisasi dan penggunaan dana tabarru„  jika terjadi pada 

nasabah yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir. 

Dari hasil penelitian tersebut, kesimpulannya adalah bahwa penyelesian nilai 

tunai polis peserta apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa 

asuransi berakhir telah sesuai dengan prinsip syari‟ah.13
 

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, memang ada kesamaan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni dalam pembahasan akad tabarru„  

yang ditinjau dari segi hukum islam. Akan tetapi, juga terdapat perbedaan 

yang signifikan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Pertama, 

disamping mencakup pengelolaan dan peggunaan dana tabarru„ ,peneliti juga 

memaparkan tindakan lembaga asuransi jika terjadi surplus dan defisit 

underwriting atas dana tabarru„. Kedua, dari segi teori yang digunakan, 
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beberapa penelitian di atas menggunakan teori umum tentang akad tabarru„  

berdasarkan hukum islam, sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini yaitu teori hukum islam kontemporer yakni berdasarkan 

fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru„. Dan 

yang ketiga , Perbedaan lain juga terdapat pada tempat penelitian yaitu di PT 

Prudential Ponorogo, dimana PT Prudential ini merupakan kantor keagenan 

dari perusahaan PT Prudential Life Assurance yang merupakan salah satu 

perusahaan asuransi terbesar di indonesia. Prudential merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang asuransi yang menerapkan sistem asuransi 

konvensional dan syari‟ah. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan 

(field research). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini, karena pendekatan kualitatif dirasa cocok untuk dipakai di 

penelitian ini. Sifat dari masalah peneliti, esensi data yang dikumpulkan, 

dan dari pertimbangan teoritis yang diteliti membutuhkan metode 

pendekatan kualitatif
14

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor keagenan PT Prudential 

yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 226 Ponorogo. Sedangkan kantor 
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pusat PT Prudential Life Assurance terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav. 

79, Jakarta. 

3. Data dan Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang digali dari: 

1) Informan utama yaitu: 

a) Pimpinan, karyawan dan Agen PT Prudential Ponorogo. 

b) Nasabah atau pemegang polis asuransi. 

2) Praktik dan realisasi di lokasi 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka 

(literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data 

yang diperoleh dari  keterangan sumber primer maupun sekunder, 

yaitu: 

a. Sejarah berdirinya Prudential Syari‟ah. 

b. Profil Prudential Syari‟ah. 

c. Profil PT Prudential Ponorogo 

d. Akad dan kedudukan para pihak dalam praktik akad tabarru„ di PT 

Prudential Ponorogo. 

e. Pengelolaan dan pengalokasian dana tabarru„ di Prudential 

Syari‟ah. 
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f. Pelaporan dana tabarru„  di Prudential syari‟ah 

g. Teknik pengelolaan dana tabarru„ jika terjadi surplus atau defisit 

underwriting. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Observasi atau pengamatan terstruktur yaitu peneliti secara langsung 

mengamati terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah penelitian, 

Peneliti telah mengetahui aspek dari aktivitas yang akan diamati yang 

relevan dengan masalah serta tujuan peneliti.
15

 

Peneliti memperhatikan kegiatan aktivitas antara nasabah dengan 

petugas di lokasi penelitian, sebelum melakukan penelitian, peneliti 

sudah menyiapkan alat perekam video dan kamera untuk mengambil 

data di lapangan. Setelah interaksi antara peneliti dan nasabah tersebut 

selesai, peneliti juga menanyakan hal-hal yang kurang jelas untuk 

memperjelas pemahaman peneliti. 

b. Interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan 

informan.
16

 

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah 

mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan 
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ditanyakan kepada informan, peneliti juga sudah menyepakati waktu 

dan tempat wawancara bersama informan. 

c. Dokumentasi, penelitian kualitatif memiliki sumber data utama yaitu 

meliputi kata-kata dan tindakan, kemudian dokumen termasuk data 

tambahan.
17

 

Dalam melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga 

mendokumentasikan kegiatan tersebut, sebagai bukti penelitian yang 

valid, dan sebagai data penelitian sehingga peneliti tidak lupa dengan 

data-data yang telah dikumpulkan. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah secara deskriptif, 

dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai 

dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di 

lapangan. Analisa deskriptif adalah menganalisa temuan proses yang 

sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua metode
18

 : 

a. Metode deduktif 

Adalah metode yang bertolak belakang pada data-data yang 

umum, kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang 

singular atau khusus atau mendetail. Setelah mendapatkan data-

data terkait dengan praktik akad tabarru„, maka penulis 

menganalisis dengan teori pada bab 2. Sehingga diperoleh sebuah 
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kesimpulan tentang kesesuaian penerapan akad tabarru„ di 

Prudential dengan fatwa DSN MUI. 

b. Metode Induktif 

Yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan 

atau faktor yang khusus peristiwa yang kongrit, kemudian dari 

peristiwa yang khusus ditarik menjadi suatu kesimpulan yang 

bersifat umum atau analisis yang dilakukan dengan cara berfikir 

dari hal-hal yang khusus kemudian baru dibuat generalisasi.
19

 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

Peneliti menyusun skripsi ini secara sistematis agar mempermudah 

pembahasan dalam penelitian, sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan yang terakhir 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah landasan teori yang menjelaskan tentang praktik 

akad tabarru„ menurut hukum islam dan Fatwa DSN MUI. Peneliti 

memaparkan gambaran umum tentang asuransi syari‟ah, yaitu tentang sejarah 

asuransi syari‟ah, pengertian asuransi syari‟ah, dasar hukum asuransi syari‟ah, 

manfaat asuransi syari‟ah dan perbedaan asuransi syari‟ah dengan asuransi 
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konvensional. Peneliti juga memaparkan gambaran umum tentang  akad 

tabarru„, yakni pengertian akad tabarru„, mekanisme praktik akad tabarru„, 

pengelolaan dana tabarru„, serta dasar hukum, latar belakang dan penjelasan 

tentang isi fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad 

tabarru„. 

Bab ketiga ini merupakan data penelitian di lapangan pada asuransi 

prudential syari‟ah di PT Prudential Ponorogo. Dalam bab ini peneliti 

memaparkan kondisi umum prudential syari‟ah, yaitu tentang Sejarah 

berdirinya Prudential Syari‟ah, keberadaan PT Prudential Ponorogo, visi-misi 

dan tujuan Prudential Syari‟ah, tempat dan kedudukan PT Prudential 

Ponorogo, pengurus PT Prudential Ponorogo, dan produk-produk Prudential. 

Selain itu, penulis juga memaparkan tentang realisasi akad tabarru„ pada 

Asuransi Prudential Syari‟ah di PT Prudential Ponorogo. 

Bab keempat peneliti menuliskan tentang analisa fatwa DSN MUI 

No.53/DSN-MUI/III/2006 terhadap praktik akad tabarru„ pada asuransi 

syari‟ah di PT Prudential Ponorogo. 

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa 

sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran. 
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BAB II 

KONSEP AKAD TABARRU‘  PADA ASURANSI SYARI’AH MENURUT 

FATWA DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 

 

A. Gambaran Umum Tentang Asuransi Syari’ah 

1. Sejarah Asuransi Syari’ah 

Secara historis kajian tentang “asuransi” telah dikenal sejak 

zaman dahulu. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep 

“asuransi” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada 

bersama dengan adanya manusia. 

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum 

Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari 

berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu 

cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir 

Kuno semasa Raja Fir„aun berkuasa.
20

 

Suatu hari sang Raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf 

bahwa selama tujuh tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang 

berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama tujuh tahun 

berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja 

Fir‟aun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari 

hasil panen pada tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan 

pada masa paceklik. Dengan demikian, pada masa tujuh tahun paceklik 
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rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda 

seluruh negeri. 

Pada tahun 2000 sebelum Masehi para saudagar dan aktor di 

Italia membentuk Collegia  Tennirium, yaitu semacam lembaga asuransi 

yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para 

anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa yaitu Collegia  Nititum yang 

kemudian berdiri dengan beranggotakan para budak belian yang 

diperbantukan pada ketentaraan Kerajaan Romawi. 

Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah 

seorang anggota mengalami nasib sial (unfortunate), maka biaya 

pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang bernasib baik (fortunate) 

dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya.
21

 

Pada zaman Alexander Agung (336-323 sebelum Masehi) ada 

usaha manusia yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa kota 

praja untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari 

perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut: jumlah uang pinjaman 

diberikan sekaligus kepada kota praja oleh yang meminjamkan, misalnya 

6.000 drachmen;  setiap bulan kota praja membayar sejumlah 50 drachmen 

kepada yang meminjamkan uang hingga ia wafat; dan  ketika ia wafat, 

kepada ahli warisnya atau keluarganya, kota praja akan memberikan 200 

drachmen untuk biaya pemakaman. 
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Pada zaman abad pertengahan, di Exeter, Negeri Inggris, ada 

kebiasaan di antara para anggota suatu “glide” (perkumpulan dari orang-

orang yang sama pekerjaannya, seperti misalnya para tukang batu, tukang 

kayu, pembuat roti) dijanjikan bahwa apabila rumah salah seorang anggota 

terbakar, maka kepadanya diberi sejumlah uang dari dana kepunyaan 

“glide” tersebut. 

Pada tahap selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki 

fase yang memberikan muatan yang besar pada aspek bisnisnya 

dibandingkan dengan nilai-nilai sosial yang terkandung pada asuransi 

sejak awal. Hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki masa modern. 

William Gibbon adalah seorang yang berkewarganegaraan 

Inggris yang pertama kali memperkelankan praktik asuransi dalam 

instrumen perusahaan yang lebih teratur dan tertata dengan baik. Pada 

masa ini mulai dipakai jasa seorang underwriter dalam operasional 

asuransi. Di inggris bisnis asuransi mengalami perkembangan yang 

signifikan setelah pada tahun 1870 dikeluarkannya peraturan Perusahaan 

Asuransi Jiwa.
22

 

Selanjutnya, perkembagan asuransi telah memasuki fase yang 

memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam 

mencari untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan 

konsep awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis 

asuransi memasuki era Modern. Keberadaan asuransi konvensional ini 
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apabila ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram 

sebab operasional asuransi konvensional ini mengandung unsur gharah, 

maysir, dan riba. Atas dasar ini, jawatan kuasa Fatwa Malaysia 

mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa yang berkembang di 

Malaysia hukumnya haram. 

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam 

mengadakan penelitian dan analisis terhadap syariat Islam. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi 

tentang perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari 

unsur gharar, maysir dan riba. Melihat pada hasil penelitian tersebut, 

maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. 

Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syarikat 

Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan  lahirnya 

Bank Muamalah Indonesia (1991), berdasarkan pemikiran ini, Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui 

Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan 

perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi 

takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia 

yang disingkat TEPATI.
23

 

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk 

asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke 

Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad Kuala Lumpur pada 7-10 
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September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 

Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi 

Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun 

konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 

23 Agustus 1994. Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. 

Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid, 

Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari departemen Keuangan melalui 

Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994. Tanggal 4 Agustus 

1994. 

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan 

yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 

dan PT Asuransi Takaful Umum  yang diresmikan oleh Mar‟i Muhammad 

selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku ketua ICMI pada 1 Juni 

1995. PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih 

luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha 

leasing, anjak piutang dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. 

Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka 

unit syariah seperti MMA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi 

Putra, Prudential dan Jasindo.
24

 

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia termasuk hitungan 

terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di luar negeri. 
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Sudah dimulai  tahun 1968 dengan berdirinya The United Insurance 

Company Ltd. Kemudian berdirinya beberapa perusahaan asuransi lainnya 

seperti Islamic Insurance Co. (1979), Al Baraka Insurance Co. (1984). 

Arab Saudi dimulai dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam seperti 

Islamic Universal Insurance (1986), menyusul lahirnya Islamic Takaful 

and Re Takaful Co. (1986). Tunisia dimulai dengan berdirinya BEIT 

Ladar Ettamine Toursi Islamic Arab Saudi. (1985). Emirad Arab (UEA) 

dimulai dengan berdirinya The Islamic Arab Insurance Co. (1980) yang 

kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Aliance Insurance dan Oman 

Insurance Co. (1985). Brunei lahir Insurance Islam Taib Sendirian Behad 

(1993), Malaysia ditandai dengan lahirnya Syarikat Takaful Malaysia 

BHD (1984) yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya beberapa 

perusahaan takaful yang lain. 

Pada akhir abad ke 20 negara non muslim telah membuka 

perusahaan asuransi yang bernuansa Islam seperti Turki dengan berdirinya 

perusahaan Ihlas Sigarta As (1993). Australia dengan berdirinya Takaful 

Australia (1993), Bahamas berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful 

dan Re-Takaful (1993), Grana berdirinya perusahaan asuransi 

Metropolitan Insurance Co. Ltd (1993) 

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan 

terus berkembang seiring dengan membaiknya perkembangan 

perekonomian dunia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih 

terlalu sedikit dibandingnya dengan jumlah penduduk Indonesia yang 
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sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang 

produk-produk asuransi yang bernilai syari‟ah dapat tumbuh dan 

berkembang secara baik.
25

 

2. Pengertian Asuransi Syari’ah 

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, insurance, yang dalam 

bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols 

dan Shadily memakai kata insurance dengan asuransi dan jaminan. Dalam 

bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan 

verzekering (pertanggugan).
26

 

Dalam literatur Arab (fikih Islam), asuransi dikenal dengan 

sebutan “at-taka>ful” dan at-tad}amun. Secara literatur, at-taka>ful artinya 

“pertanggungan yang berbalasan”, atau hal "saling menanggung”, 

sedangkan at-tad}amun secara harfiah berarti “solidaritas,” atau “hal saling 

menanggung hak/kewajiban yang berbalasan.” 

Sebutan lain bagi asuransi/taka>ful ialah at-ta‟min. Kata ini (at-

ta‟min) terambil dari akar kata amina, artinya aman, tenang dan tenteram 

(it}ma’anna). Lawan katanya adalah al-khauf, yang berarti takut atau 

cemas. Maksud kata aman di sini ialah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa 

takut atau was-was. Asuransi dinamakan at-ta‟min, ialah disebabkan 

pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan 

dirinya sebagai anggota atau nasabah sebuah asuransi. Dengan menjadi 
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anggota asuransi, paling tidak secara teoritis yang bersangkutan merasa 

terhindar atau paling sedikit terkurangi rasa cemas akan menanggung 

beban berat manakala terjadi sesuatu terhadap diri dan atau harta 

bendanya.
27

 

Sejalan dengan berbagai sebutan dan substansi dari asuransi di 

atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

memformulasikannya demikian: “Asuransi Syariah (ta‟min, takaful atau 

tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara 

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau 

tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.
28

 

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah 

Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat 

diamplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya 

lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar 

hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Al-Quran 

Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang 

menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. 

Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-

ta‟min secara nyata dalam al-Qura>n. Walaupun begitu al-Qura>n masih 

mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar 
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yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, 

kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap 

peristiwa kerugian (peril) di masa mendatang. 

Di antara ayat-ayat al-Qura>n yang mempunyai muatan nilai-

nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah: 

Surat al-Ma>idah ayat 2: 

                     

Artinya: “ ......... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.”29
 

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama 

manusia. Dalam hal ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota 

perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan 

sebagai dana sosial. 

Surah al-Baqarah ayat 261: 

                           30 
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Artinya:  Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada 

tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha 

luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

Dalam ayat diatas, Allah SWT. menegaskan bahwa orang 

yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan 

melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling 

berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah 

SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, 

seperti halnya pembayaran premi ke rekening tabarru„  adalah salah 

satu  wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. karena 

pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota 

perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari. 

b. Sunnah Nabi 

Sunnah meliputi biografi Nabi SAW., sifat-sifat Nabi baik 

yang berupa fisik maupun psikis dan akhlak Nabi SAW. dalam 

keadaan sehari-hari, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi 

Rasul. Hadis yang dijadikan dasar hukum adanya asuransi yaitu: 

 .وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِاċ شَرْطاً حَرċمَ حَاَاً أَوْ أَحَلċ حَرَامًا

 31َرواǽ الترمذي عن عمرو بن عوفُ
Artinya: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 

buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari  „Amr bin 
„Auf). 
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Hadis ini menjelaskan tentang prinsip umum dalam 

melakukan akad atau transaksi. Orang muslim dalam melakukan 

transaksinya oleh syarat yang mereka sepakati bersama antara kedua 

belah pihak, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram. Dalam perusahaan asuransi akad atau 

transaksi yang disepakati antara anggota dengan pengelola asuransi 

harus berdasarkan syarat-syarat yang mereka tetapkan bersama. Jika 

syarat-syarat tersebut telah disepakati, maka kedua belah pihak terikat 

dalam satu ikatan yang harus dipatuhi bersama.
32

 

c. Ijma‟  

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal 

ini (aqilah). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat 

lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai 

persoalan ini. 

Sebagai dalil dari kebolehannya memakai ijma‟ dalam 

menetapkan hukum ini adalah “Segala sesuatu yang menurut 

mayoritas kaum muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah SWT 

juga baik.” 

Rahasia praktik aqilah adalah mengangkat perselisihan dan 

percekcokan antar suku Arab. Dengan adanya aqilah berarti telah 

membangun suatu nilai kehidupan yang positif (al-ha>san) di antara 
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para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam 

praktik aqilah mendorong para ulama untuk bermufakat (ijma‟) bahwa 

perbuatan semacam aqilah tidak bertentangan dengan nilai- nilai yang 

terkandung dalam syariat Islam.
33

 

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari’ah 

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari‟ah tidaklah jauh 

berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami 

yang secara komperhensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena 

kajian asuransi syari‟ah merupakan turunan dari konsep ekonomika islami. 

Biasanya literatur ekonomika islami selalu melakukan penurunan nilai 

pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, 

seperti lembaga perbankan dan asuransi. 

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas fondasi dan 

prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi 

syari‟ah ada sepuluh macam, yaitu:  

a. Tauhid  

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan 

yang ada dalam syari‟ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas 

kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauihidy. Artinya 

bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus 

mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. 
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Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang 

tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap 

melakukan aktivitas beransuransi ada semacam keyakinan dalam hati 

bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan 

selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk 

dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka 

pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat 

melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya. 

b. Keadilan  

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-

nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad 

asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam 

menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan 

asuransi. 

Keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi 

dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang 

disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah 

pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu 

pada ketentuan tersebut. 

c. Tolong-menolong (ta’awun) 

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan 

beransuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara 
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anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus 

mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan 

beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau 

kerugian. 

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama 

pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-

mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti 

perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan 

seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan 

operasionalnya sebagai perusahaan asuransi. 

d. Kerja sama 

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu 

ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang 

mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan 

kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wilayah yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan 

sebagai makhluk sosial. 

Mud{a>rabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau 

lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah 

asuransi)  menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan 

asuransi (mud}a>rib) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh 

perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan 

(profit) yang nantinya akan dibagi antarra perusahaan dan nasabah 
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asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan 

antara kesua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% 

untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad 

tersebut. 

e. Ama>nah  

Prinsip ama>nah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud 

dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan 

melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini 

perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi 

nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus 

mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah 

dan melalui auditor public. 

Prinsip ama>nah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. 

Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban 

menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran 

dan iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang 

menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan 

informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa 

dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip ama>nah dan 

dapat dituntut secara hukum. 

f. Kerelaan  
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Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap 

anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk 

merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan 

asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru„). Dana sosial 

(tabarru„) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu 

anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana 

kerugian.
34

 

5. Perbedaan Asuransi Syari’ah dengan Asuransi Konvensional 

Perbedaan antara asuransi Syari‟ah dengan asuransi Konvensional 

di satu pihak dengan asuransi Syari‟ah di pihak lain. Perbedaan paling 

mendasar antara asuransi Syari‟ah dengan asuransi Konvensional terutama 

terletak pada prinsip ta‟awun (tanggung-menanggung) yang menjadi 

tulang punggung bagi asuransi Syariah dibandingkan dengan asuransi 

Konvensional yang lebih mendasar pengalihan resiko dari nasabah kepada 

perusahaan asuransi. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada hal 

kepemilikan dana. Pada asuransi Konvensional, kepemilikan dana yang 

berasal dari nasabah beralih total menjadi milik perusahaan dengan segala 

keuntungan dan kemungkinan resiko kerugiannya, sedangkan dalam 

asuransi Syariah dana yang berasal dari nasabah pada dasarnya masih tetap 

menjadi milik bersama nasabah yang pengelolaannya diserahkan kepada 

perusahaan asuransi. 
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Guna menambah kejelasan perbedaan antara asuransi 

Konvensional dengan asuransi Syari‟ah, di bawah ini disajikan tabel untuk 

memahami perbedaan kedua jenis asuransi tersebut, yaitu: 

Tabel 2.1 Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syari‟ah. 

No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syari’ah 

1. Konsep Perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan 

mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan 

menerima premi 

asuransi, untuk 

memberikan pergantian 

kepada tertanggung. 

Sekumpulan orang 

yang saling 

membantu, saling 

menjamin dan 

bekerja sama dengan 

cara masing-masing 

mengeluarkan dana 

tabarru„. 

2 Asal Usul Dari masyarakat 

Babilonia 4000-3000 SM 

yang dikenal dengan 

perjanjian Hammurabi. 

Dan tahun 1688 M di 

Coffe House London 

berdirilah Lioyd of 

London sebagai cikal 

bakal asuransi 

konvensional. 

Dari Al-Aqilah 

kebiasaan suku Arab 

jauh sebelum Islam 

datang. Kemudian 

disahkan oleh 

Rasulullah menjadi 

hukum Islam, 

bahkan telah 

tertuang dalam 

konstitusi pertama di 

dunia (konstitusi 

Madinah) yang 

dibuat langsung 

Rasulullah. 

3. Sumber Hukum Bersumber dari pikiran Bersumber dari 
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manusia dan 

kebudayaan. 

Berdasarkan hukum 

positif, hukum alami, dan 

hukum sebelumnya. 

wahyu Ilahi. Sumber 

hukum dalam 

syariah islam adalah 

Al-Quran, Sunnah 

atau kebiasaan 

Rasul, Ijma‟, fatwa 

sahabat, Qiyas, 

Istihsan, Urf 

(tradisi), dan 

mashalih mursalah. 

4. “Maghrib” 

(Maisir, Gharar, 

dan Riba) 

Tidak selaras dengan 

syariah Islam karena 

adnya maisir, garar, dan 

riba  ; hal yang 

diharamkan dalam 

mu‟amalah. 

Bersih dari adanya 

praktek Garar, 

maisir dan riba. 

5. DPS (Dewan 

Pengawas 

Syariah) 

Tidak ada, sehingga 

dalam banyak 

prakteknya bertentangan 

dengan kaidah-kaidah 

syara‟. 

Ada, yang berfungsi 

untuk mengawasi 

pelaksanaan 

operasional 

perusahaan agar 

terbebas dari 

praktek-praktek 

muamalah yang 

bertentangan dengan 

prinsip-prinsip 

syari‟ah. 

6. Akad  Akad jual beli (akad 

mu‟awadhah,akad 

idz‟aan, akad garar, dan 

Akad tabarru„ dan 

akad tija>rah 

(mud}a>rabah, 
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akad mulzim). wakalah, wadiah, 

syirkah, dan 

sebagainya). 

7. Jaminan / Risk 

(Risiko) 

Transfer of Risk, dimana 

terjadi transfer risiko dari 

tertanggung kepada 

penanggung. 

Sharing of Risk, 

dimana terjadi 

proses saling 

menanggung antara 

satu peserta dengan 

peserta lainnya 

(ta‟awun). 

8. Pengelolaan 

Dana 

Tidak ada pemisahan 

dana, yang berakibat 

pada terjadinya dana 

hangus (untuk produk 

saving life). 

Pada produk-produk 

saving life terjadi 

pemisahan dana, 

yaitu dana tabarru„  

dan dana peserta, 

sehingga tidak 

mengenal istilah 

dana hangus. 

Sedangkan untuk 

term insurance (life) 

dan general 

insurance semuanya 

bersifat tabarru„. 

9. Investasi  Bebas melakukan 

investasi dalam batas-

batas ketentuan 

perundang-undangan, 

dan tidak terbatasi pada 

halal dan haramnya 

obyek atau sistem 

Dapat melakukan 

investasi sesuai 

ketentuan  

perundang-

undangan, sepanjang 

tidak bertentangan 

dengan prinsip-
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investasi yang 

digunakan. 

prinsip syari‟ah 

Islam. Bebas dari 

riba  dan tempat-

tempat investasi 

yang terlarang. 

10. Kepemilikan 

Dana 

Dana yang terkumpuldari 

premi peserta seluruhnya 

menjadi milik 

perusahaan. Perusahaan 

bebas menggunakan dan 

menginvestasikan 

kemana saja. 

Dana terkumpul dari 

peserta dalam 

bentuk iuran atau 

kontribusi, 

merupakan ,milik 

peserta (sa>hib al-

ma>l), asuransi 

syari‟ah hanya 

sebagai pemegang 

amanah (mud}a>rib) 

dalam mengelola 

dana tersebut.  

11. Unsur Premi Unsur premi terdiri dari: 

tabel mortalita (mortality 

tables), bunga (interest), 

biaya-biaya asuransi 

(cost of insurance). 

Iuran atau kontribusi 

terdiri dari unsur 

tabarru„ dan 

tabungan (yang tidak 

mengandung unsur 

riba). Tabarru„  juga 

dihitung dari tabel 

mortalita, tetapi 

tanpa perhitungan 

bunga teknik. 

12. Sumber 

Pembayaran 

Klaim 

Sumber biaya klaim 

adalah dari rekening 

perusahaan, sebagai 

Sumber pembayaran 

klaim diperoleh dari 

rekening tabarru„  di 
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konsekuensi penanggung 

terhadap tertanggung. 

Murni bisnis dan tidak 

ada nuansa spiritual. 

mana peserta saling 

menanggung. Jika 

salah satu peserta 

mendapat musibah, 

maka peserta lainnya 

ikut menanggung 

beserta risiko 

tersebut. 

13. Sistem 

Akuntansi 

Menganut konsep 

akuntansi accru-al basis 

yaitu proses akuntansi 

yang mengakui 

terjadinya peristiwa atau 

keadaan nonkas. Dan 

mengakui pendapatan, 

peningkatan aset, 

expenses, liabilities 

dalam jumlah tertentu 

yang baru akan diterima 

dalam waktu yang akan 

datang. 

Menganut konsep 

akuntansi cash 

basis, mengakui apa 

yang benar-benar 

telah ada. 

14. Keuntungan 

(Profit) 

Keuntungan yang 

diperoleh dari surplus 

underwriting, komisi re-

asuransi, dan hasil 

investasi seluruhnya 

adalah keuntungan 

perusahaan. 

Profit yang 

diperoleh dari 

surplus 

underwriting, komisi 

re-asuransi dan hasil 

investasi, bukan 

seluruhnya menjadi 

milik perusahaan 

tetapi dilakukan bagi 
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hasil dengan peserta. 

15. Misi dan Visi Secara garis besar misi 

utama dari asuransi 

konvensional adalah misi 

ekonomi dan misi sosial. 

Misi yang yang 

diemban dalam 

asuransi syariah 

adalah misi aqidah, 

misi ibadah 

(ta‟awun), misi 

ekonomi, dan misi 

pemberdayaan umat 

(sosial).
35

 

 

B. Gambaran Umum Akad Tabarru‘ 

1. Pengertian Akad Tabarru‘ dan Hibah 

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar 

dari akad-akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam 

praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian 

untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi 

dengan perusahaan asuransi.
36

 

Lafal akad berasal dari lafal Arab al-„aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan 

dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul 

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh pada obyek perikatan.”37
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Tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟a yatabarra‟u-tabarru‟an, 

artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang 

memberi sumbangan disebut mutabarri‟ (dermawan). Tabarru‟  

merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti 

rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari 

pemberi kepada orang yang diberi. 

Jumhur  ulama mendefinisikan tabarru‟ dengan “akad yang 

mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan 

seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela 

(hibah).”  

Akad tabarru‟ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan 

tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan 

komersial. Dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Mendermakan 

sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam 

menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam.
38

 

Pengertian hibah menurut terminologi syariat Islam, adalah akad 

yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup 

dan dilakukan secara sukarela, dan hibah disamakan dengan hadiah. 

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu: 

a. Wahib (pemberi) 
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Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan 

barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang 

sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah 

yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan. 

b. Mauhub lah (penerima) 

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama 

sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh 

hartanya. 

c. Mauhub  

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. 

d. Shighat (Ijab dan Qabul) 

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat 

dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadzh hibah 

(pemberian), dan sebagainya. 

Ijab pada hibah dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang 

berkata “Saya hibahkan benda ini kepadamu”, atau tidak jelas yang tidak 

akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat. 

a. Ijab disertai waktu (umuri) 

Seperti pernyataan “Saya berikan rumah ini selama 

saya hidup atau selama kamu hidup.” Pemberian seperti itu sah, 

sedangkan syarat waktu tersebut batal. 

b. Ijab disertai syarat (penguasaan) 
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Seperti seseorang berkata, “Rumah ini untukmu, 

secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi 

meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya lah yang 

diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang 

kembali pada pemilik).” Ijab seperti ini hakikatnya adalah 

pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan 

mangambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW. telah 

melarang umuri dan membolehkan raqabi. Dengan demikian, 

hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman. Ulama 

Syafi‟iyah, Abu Yusuf dan Hanabilah berpendapat jika 

penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab 

Rasulullah SAW. telah melarang umuri dan membolehkan 

raqabi. 

c. Ijab disertai syarat kemanfaatan 

Seperti pernyataan “Rumah ini untuk kamu dan 

tempat tinggal saya.” Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, 

”Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali,” adalah hibah.
39

 

Hukum (ketetapan) hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan 

bagi mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak 

lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi, atau dibolehkan 
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mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi 

makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain 

itu, yang diberi hibah harus rida. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam 

jual beli setelah barang dipegang pembeli. 

Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang 

wahib  mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu: 

a. Penerima memberikan ganti 

Pengganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama 

Malikiyah, hanabilah, dan Syafi‟iyah menganggap hibah seperti 

ini sebagai jual beli dan bukan hibah. 

b. Penerima maknawi 

Pehala dari Allah, sedekah kepada orang fakir tidak 

boleh diambil lagi, pemberian dalam rangka silaturahmi, dan 

pemberian dalam hubungan suami-istri. 

c. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal 

dari pekerjaan mauhublah (orang yang diberi hibah). 

d. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti 

dijual kepada orang lain. 

e. Salah seorang yang akad meninggal. 

f. Barang yang dihibahkan rusak. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, 

jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang 
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tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak 

orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang. 

Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa hibah tidak 

dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.
40

 

  

2. Mekanisme Praktek Akad Tabarru‘ 

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi 

(taka>ful) untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa 

terhadap kemingkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang 

tidak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang 

selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami 

musibah. 

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi (taka>ful), 

seseorang perlu menghubungi perusahaan yang secara hukum 

berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Tindak lanjut dari 

hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat oleh suatu 

perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi. Menurut Fatwa 

No.21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari‟ah, 

akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad 

tija>rah dan/atau akad tabarru‘.  
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Berbeda dengan akad tija>rah, akad tabarru‘  merupakan bentuk 

transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nir-laba sehingga tidak 

boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata 

untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak 

yang meniatkan tabarru„ tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan 

apapun. Implementasi akad tija>rah dan tabarru„ dalam sistem asuransi 

syriah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua 

macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka 

premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan 

satunya lagi rekening tabarru„. Sedangkan untuk produk yang tidak 

mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan 

dimasukkan seluruhnya kedalam rekening tabarru„. Keberadaan rekening 

tabarru„ menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar 

ketidakjelasan (garar) asuransi dari sisi pembayaran klaim.
41

 

 

3. Pengelolaan Dana Tabarru‘ 

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur 

kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum 

premi yang bisa dibayarkan, namun pada prinsipnya pembayaran premi 

tergantung pada kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar 

premi tersebut rekening koran, giro, atau membayar secara langsung. 

Peserta dapat memilih pembayaran, baik bulanan, kuartal, semesteran, 
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maupun tahunan sesuai kemampuan. Melalui sistem ini, setiap premi 

takaful yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan 

dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu: 

a. Rekening khusus tabarru„ (Participant Special Account), yaitu 

rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada di antara peserta 

yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. 

b. Rekening tabungan (Participant Account) yang dimiliki oleh para 

peserta takaful. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan 

(tija>rah) juga dapat didermakan untuk kebaikan (tabarru„). 

Pada asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak 

memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana 

sehingga akad ini dikategorikan sebagai mud}a>rabah mutlaqah. Dalam 

hubungannya dengan pengguna jasa (peserta), perusahaan asuransi syariah 

sebagai lembaga intermediasi mempunyai fungsi ganda. Dikatakan 

demikian, karena dengan pihak peserta perusahaan asuransi berkedudukan 

sebagai mud}a>rib. Sedangkan dengan instrumen investasi lainnya, 

perusahaan asuransi berkedudukan sebagai sa>hib al-ma>l.42
 

 

C. Dasar Hukum dan Latar Belakang yang Digunakan Dewan Syariat 

Nasional dalam Menetapkan Fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-

MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ 
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Perusahaan asuransi maupun reasuransi syari‟ah sudah sangat 

berkembang pesat dan luas di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, 

perusahaan-perusahaan tersebut masih menggunakan pedoman yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) melalui fatwa.  

Keberadaan fatwa DSN-MUI mempunyai fungsi yang sangat 

fundamental. Dengan beberapa pertimbangan dan merujuk pada dasar hukum 

al-Qura>n, Hadist dan kaidah-kaidah fiqh Dewan Syari‟ah Nasional 

mengeluarkan fatwa untuk pengembangan produk Asuransi Syariah. 

Sedangkan latar belakang dikeluarkannya fatwa tentang Akad Tabarru„ ini 

yaitu: 

1. Bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syari‟ah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu 

dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. 

2. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad 

Tabarru„ untuk asuransi. 

3. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru„ untuk dijadikan pedoman.  

Dasar hukum yang dijadikan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa 

tentang akad tabarru„ yaitu: 

1. Al-Qur‟an surat al-Nisa‟ ayat 2, 9, 29 dan 58, kemudian surat al-Hasyr 

ayat 18 dan surat al-Maidah ayat 1 dan 2.  
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2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip 

bermu‟amalah, antara lain: 

a ( مْ وَتَ رَاحُمِهِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىǿِّيْنَ فِيْ تَ وَادǼِِمَثَلُ الْمُؤْم
رواϩ مسلم عϦ الϨعϤاϥ ( مǾُǼِْ عَضْوٌ تَدَاعَى لǾَُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسċهَرِ وَالْحُمَى

 43)بϦ بشير

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, 
saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang 

satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian 

lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu‟man 
bin Basyir). 

b (بَ عْضًا Ǿُُبَ عْض Čيَانِ يَشُد ْ Ǽ ُأبي موسى( الَْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْب Ϧمسلم ع ϩ44)روا 

Artinya: “Seorang mu‟min dengan mu‟min yang lain ibarat 
sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian 

yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy‟ari). 

3. Kaidah fiqh 

a -دَليِْلٌ عَلَى تَحْريِْمِهَا ċأَنْ يدَُل ċاْأَصْلُ فِى الْمُعَامَاَتِ اْإِباَحَةُ إِا 

Artinya:  “Pada dasarnya, semua bentuk mu‟amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”45

 

b-  ِرَرُ يدُْفَُ  بَِ دْرِ اْإِمْكَانċالَض. 

Artinya: “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”46
 

c - ُرَرُ يُ َ الċالَض. 

Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”47
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D. Fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru‘ 

Isi dari fatwa DSN-MUI tentang ketentuan-ketentuan akad tabarru„ 

yaitu
48

: 

Pertama  : Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan 

reasuransi syari‟ah; 

b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau 

perusahaan asuransi dalam reasuransi syari‟ah. 

Kedua : Ketentuan Hukum  

1. Akad tabarru„ merupakan akad yang harus melekat 

pada semua produk asuransi.  

2. Akad tabarru„ pada asuransi adalah semua bentuk akad 

yang dilakukan antar peserta pemegang polis.   

Ketiga : Ketentuan Akad  

1. Akad tabarru„ pada asuransi adalah akad yang 

dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan 

dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan 

komersial. 

2. Dalam akad tabarru„, harus disebutkan sekurang-

kurangnya: 
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a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara 

individu; 

b. hak & kewajiban antara peserta secara individu 

dalam akun tabarru„ selaku peserta dalam arti 

badan/kelompok; 

c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; 

d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan 

jenis asuransi yang diakadkan. 

Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru„  

1. Dalam akad tabarru„, peserta memberikan dana hibah 

yang akan digunakan untuk menolong peserta atau 

peserta lain yang tertimpa musibah.  

2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak 

menerima dana tabarru„ (mu‟amman/mutabarra„ lahu, 

Ϧّمؤم/Ϫمتبرَع ل ) dan secara kolektif selaku penanggung 

(mu‟ammin/mutabarri„- Ϧّمتبرِع/ مؤم ).   

3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana 

hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain 

pengelolaan investasi. 

Kelima : Pengelolaan 

1. Pembukuan dana Tabarru„ harus terpisah dari dana 

lainnya. 
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2. Hasil investasi dari dana tabarru„ menjadi hak kolektif 

peserta dan dibukukan dalam akun tabarru„.  

3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat 

memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mud{a>rabah 

atau akad Mud}a>rabah Musyara>kah, atau memperoleh 

ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.  

Keenam : Surplus Underwriting 

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru„, 

maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai 

berikut:  

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan 

dalam akun tabarru„.  

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan 

dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta 

yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko. 

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan 

dapat dibagikan sebagian lainnya kepada 

perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang 

disepakati oleh para peserta. 

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas 

harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan 

dituangkan dalam akad.  

Ketujuh : Defisit Underwriting 
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1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru„ 

(defisit tabarru„), maka perusahaan asuransi wajib 

menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qa>rd 

(pinjaman).  

2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi 

disisihkan dari dana tabarru„. 

Kedelapan : Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 

Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 
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BAB III 

PENERAPAN AKAD TABARRU‘ PADA ASURANSI SYARI’AH DI 

KANTOR KEAGENAN PT PRUDENTIAL PONOROGO 

 

A. Paparan Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Prudential Life Assurance 

Didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance 

(Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup 

perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup 

yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, PT 

Prudential memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya sampai 

ke Indonesia. 

PT Prudential Life Assurance memiliki izin usaha di bidang 

asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat 

Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto 

Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 

2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 

Desember 2008. 

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) 

pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin 

pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia 

menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk 
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memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di 

Indonesia. 

Sampai 31 Maret 2015, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat 

di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, 

Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta 

nasabah melalui lebih dari 240.000 tenaga pemasar di 380 Kantor 

Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta, 

Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali. 

Beragam penghargaan telah diterima Prudential Indonesia selama 

masa beroperasinya. Diantaranya yaitu dari ajang Corporate Image 

Awards tahun 2015 dalam kategori Big Life Insurance (Asset lebih dari 10 

triliun) dan dalam ajang Insurance Awards pada Tahun 2015 menjadi Big 

Life Insurance. 

 

2. Sejarah Singkat Kantor Keagenan PT Prudential Ponorogo 

Di Ponorogo, berdiri Kantor Keagenan dari PT Prudential yang 

beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 226 Ponorogo yang pertama didirikan 

pada tahun 2014 dengan nama Kantor Unit PZ1-Pru Future Team yang 

dikepalai oleh Bapak Jajang Fataro Akbar bersama istri yang bernama Bu. 

Marissa. Kantor ini merupakan kantor keagenan satu-satunya yang ada di 

Kabupaten Ponorogo.
49

 

 

                                                           
49

 Indah Wahyuningsih, wawancara, Ponorogo, 16 April 2016. 
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3. Visi dan Misi Prudential Life Assurance 

Visi 

Menjadi Perusahaan nomor satu di Asia dalam hal: 

a. Pelayanan Nasabah 

b. Memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham 

c. Memperkerjakan orang-orang baik 

Misi 

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, 

melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan 

pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk 

berkualitas, staf serta tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen 

tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan. 

 

4. Jam Kerja PT Prudential Ponorogo 

Jam kerja di PT. Prudential Ponorogo terbagi menjadi dua jam 

kerja yaitu pada hari senin-jum‟at pukul 08:30-16:30 WIB. Dan pada hari 

sabtu pukul 08:30-12:00 WIB. 
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5. Struktur Organisasi PT Prudential Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Job Description 

a. GA Owner 

Mengawasi kantor GA yang dimiliki di seluruh Indonesia 

b. GA Chairman 

Mengelola kantor agency dan mengawasi seluruh kebutuhan dan 

kegiatan kantor 

c. GA Operation 

1) Mengelola keuangan agency 

GA OWNER 

(Hawari N. Tandjaya) 

GA CHAIRMAN 

(Jajang Fataro Akbar) 

AGENCY 

PA/ 

SEKRETARIS 

Vita A. 

Indah W. 

Rully 

GA 

OPERATION  

(Dewi N. E.) 

OB & 

SATPAM  

(Jamali) 

IT /MTD 

(Karis W.) 
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a) Mengatur pembayaran listrik, telepon, dan biaya pengiriman, 

dll yang bekaitan dengan agency. 

b) Membuat laporan keuangan bulanan berikut laporan nota 

sesuai prosedur  

2) Pengelola barang souvernir GA Link 

a) Mengelola dan menjaga ketersediaan barang 

b) Menjual sesuai harga yang ditentukan 

c) Membuat stok opname dan laporan penjualan 

3) Pengawas kegiatan operasional M3, WS, GBOP, Fast Start 

a) Mengatur dan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal 

b) Membantu mengontrol kondisi kantor dan ruang kerja/ruang 

training dalam kondisi siap pakai. 

c) Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas office boy, 

satpam. 

4) Pelayanan Agency 

a) Membantu memastikan Applikasi Agen yang terkirim sesuai 

proedur 

b) Membantu agen mengikuti ujian AAJI serta memastikan 

informasi jadwal ujian dan bahan ujian AAJI terkomunikasi 

kepada Agen dengan baik. 

5) Mengadakan Printing Material 

a) Mengajukan permintaan printing material Prudential yang 

dibutuhkan seperti Form, SPAJ, Applikasi Agen, dll. 
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b) Mengelola stok printing material dan menjaga ketersedian 

barang tepat waktu. 

c) Memastikan dan menjaga kerahasian dokumen-dokumen 

Prudential secara baik dan sesuai prosedur. 

6) Laporan 

a) Membuat laporan absen bulanan secara manual staf agency 

b) Mengelola kondisi kantor secara fisik 

c) Laporan produksi 

d) Laporan sales force 

d. PA/Sekertaris 

1) Mengerjakan segala administrasi, laporan dan surat menyurat 

kantor meliputi laporan sumbit SPAJ baik yang pending/issued dan 

laporan applikasi agen.  

2) Mengecek berkas masuk dan keluar meliputi cek SPAJ untuk 

underwriting dan policyholder, applikasi agen dan surat menyurat 

lainnya. 

3) Membantu segala keperluan UM dan agen meliputi halde agen baru 

untuk belajar sistim maupun training agen baru mengenai job dan 

pendaftaran ujian. 

4) Handle nasabah dan agen meliputi cek informasi nasabah/agen 

direct GA Chairman dan membantu menangani masalah dan 

keluhannya. 
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e. IT/MTD 

1) IT 

a) Merekap laporan mencakup laporan produksi yang mencakup: 

laporan harian, bulanan, tahunan yang datanya di ambil dai PA. 

b) Bertanggung jawab terhadap seluruh komputer yang berada di 

kantor. 

c) Membantu memperjelas data dari persyaratan SPAJ/applikasi 

agen, ktp, buku tabungan, dll. 

2) MTD 

a) Memberi latihan kepada pegawai baru 

b) Menyiapkan presentasi 

c) Merangking agen berprestasi tiap bulan 

f. Agen/Marketing 

1) Mepelajari kebutuhan calon nasabahnya. 

2) Menawarkan secara jelas dan lengkap bagaimana produk asuransi 

bisa berfungsi baik fitur, manfaat dan syarat-syarat yang berlaku 

didalamnya. 

3) Mengisi SPAJ secara lengkap dan jelas. 

4) Menyerahkan polis apabila telah selesai pada nasabah 

g. OB/Satpam 

1) Membersihkan kantor 

2) Melengkapi dan menyiapkan segala urusan rumah tangga kantor 

3) Menjaga keamanan kantor 
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7. Produk-produk Prudential Syari’ah 

Prudential Indonesia memiliki dua jenis produk asuransi Prulink 

Syariah yaitu: 

a. PRUlink Syariah Investor Account (PIA Syariah)  

PIA Syariah merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan 

dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang 

menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping 

mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan 

memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko 

kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini 

memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih 

investasi syar‟iah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi 

yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil 

risiko Pemegang Polis. Ketentuan dalam produk PIA Syariah ini 

yaitu: 

1) Tersedia dalam satu mata uang yaitu Rupiah. 

2) Usia masuk mulai 1 hingga 70 tahun (usia ulang tahun 

berikutnya). 

3) Pembayaran premi sekali bayar (Single Premium) karena PIA 

lebih menitik beratkan pada sisi investasinya. 

4) Memiliki manfaat dasar asuransi yaitu meninggal dunia dan 

cacat total dan tetap. 

http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/index.html
http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/protection/prulife-cover.html
http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/protection/prulife-cover.html
http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/riders/prupersonal-accident-death-and-disablement-plus-syariah.html
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5) Minimum premi Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan 

tidak ada maksimum premi. 

6) Minimum jumlah Top Up (penambahan dana) yaitu Rp 

1.000.000,-. Dan tidak ada batasan maksimum jumlah Top Up. 

Manfaat dari produk PIA Syariah  ini adalah: 

1) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan 

tetap sebesar uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai. 

2) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang 

peserta inginkan. 

3) Memiliki fasilitas withdrawal atau penarikan nilai tunai 

sebagian. 

Manfaat asuransi PIA Syariah jika terjadi resiko meninggal 

dunia maka manfaat yang akan diterima oleh penerima adalah 125% 

dari premi tunggal ditambah nilai tunai. Sedangkan bila terjadi cacat 

total dan tetap sebelum usia 60 tahun, manfaat yang akan diterima 

pada tahap 1 yaitu 20% dikali uang pertanggungan ditambah nilai 

tunai, dan pada tahap 2 yaitu 80% dikali uang pertanggungan saja. 

b. PRUlink Syariah Assurance Account (PAA Syariah)  

PAA Syariah adalah produk asuransi jiwa terkait investasi 

berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara 

berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang 

memungkinkan nasabah untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah 

pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan 

http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/index.html
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kebutuhan. Bahkan juga bisa menambah asuransi tambahan 

seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Nasabah juga bisa 

memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang 

tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah 

sewaktu-waktu. Ketentuan dalam produk PAA Syariah ini, yaitu: 

1) Tersedia dalam mata uang yaitu, Rupiah. 

2) Minimal usia masuk pemegang polis yaitu 21 tahun atau kurang 

dari 21 tahun tetapi sudah menikah. Sedangkan  usia masuk 

Tertanggung yaitu 1 sampai 70 tahun. 

3) Frekuensi pembayaran premi yaitu bulanan, 3 bulanan, 6 

bulanan, dan tahunan. 

4) Minimum premi yaitu Rp 3.000.000,- atau Rp 3.500.000,- (Rp 

2.500.000,- + Prusaver Rp 1.000.000,-) atau Rp 3.500.000,- (Rp 

1.200.000,- + Prusaver Rp. 2.300.000,-, khusus untuk polis 

dengan tertanggung sampai dengan usia 15 tahun). 

5) Minimum jumlah Top Up (penambahan dana) Rp 1.000.000,-. 

Dan maksimum Top Up tidak ada batasan jumlah. 

Manfaat produk ini adalah : 

1) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan 

tetap sebesar uang pertanggungan. 

2) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang 

Anda inginkan. 

http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/riders/pruhospital-and-surgical-cover-syariah.html
http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/riders/prupersonal-accident-death-and-disablement-plus-syariah.html
http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/solutions/riders/pruearly-stage-crisis-cover-syariah.html
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3) Anda bisa menggunakan cuti kontribusi di mana Anda 

diperbolehkan untuk berhenti membayar kontribusi selama 

jangka waktu tertentu, karena alasan-alasan darurat. 

4) Memiliki fasilitas  penarikan nilai tunai sebagian. 

5) Serta pilihan manfaat  asuransi tambahan (riders) yang beragam, 

diantaranya yaitu: 

a) PRUlink term syariah 

Manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta 

Utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa 

pertanggungan yang dipilih. 

b) PRUpersonal accident death syariah 

Memberikan manfaat tambahan apabila Peserta 

Utama meninggal dunia akibat kecelakaan. 

c) PRUpersonal accident death & disablement syariah 

Memberikan manfaat tambahan apabila Peserta 

Utama mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia 

akibat keelakaan. 

d) PRUpersonal accident death plus syariah 

Memberi manfaat tambahan apabila Peserta Utama 

mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan 

darurat dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa 

polis berlaku. 
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e) PRUcrisis cover syariah 34 

Memberikan uang pertanggungan tambahan apabila 

Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu 

dari 34 kondisi kritis. 

f) PRUcrisis cover benefit syariah 34 

Memberikan uang pertanggungan tambahan apabila 

Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu 

dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa 

mengurangi uang pertanggungan dasar. 

g) PRUmultiple crisis cover syariah 

Memberikan uang pertanggungan tambahan apabila 

Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu 

dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi 

kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi 

uang pertanggungan dasar. 

h) PRUcrisis income syariah 

Memberikan pembayaran manfaat tambahan sebesar 

Uang Pertanggungan PRUcrisis income syariah sampai 

berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila 

peserta Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis. 

i) PRUearly stage cover syariah 

Memberikan perlindungan finansial atas 79 penyakit 

dan kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (awal, 
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menengah dan lanjut) dan melengkapi perlindungan atas 

penyakit kritis untuk memastikan peserta terlindungi secara 

menyeluruh.  

j) PRUjuvenile crisis cover syariah 

Memberikan manfaat tambahan yang menawarkan 

perlindungan penyakit kritis yang khususnya diderita pada 

usia anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 

jenis penyakit kritis. 

k) PRUwaiver syariah 33 

Pembebasan premi berkala jika Peserta Utama 

memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, selama 

polis berlaku, dan pembebasan premi akan dibayarkan 

sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir. 

l) PRUpayor syariah 33 

Jika Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria 

salah satu dari 33 kondisi kritis selama polis berlaku, dan 

pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa 

pertanggungan yang dipilih. 

m) PRUspouse waiver syariah 33 

Jika suami/istri dari Peserta Utama menderita dan 

memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau 

mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau 

meninggal dunia selama polis berlaku, pembebasan premi 
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akan dibayarkan sampai masa pertanggungan yang dipilih 

berakhir. 

Dana investasi dari kedua produk tersebut, akan Prudential 

salurkan ke tiga jenis dana investasi yang terpisah dari dana Investasi 

Prulink Konvensional, yaitu: 

a. Rupiah Syariah Equity Fund, investasi berupa saham, dengan 

resiko tinggi. 

b. Rupiah Syariah Managed Fund, investasi seimbang, dengan 

resiko sedang. 

c. Rupiah Syariah Cash & Bond Fund, investasi berupa deposito 

dan obligasi, dengan resiko sedang. 

 

B. Paparan Data Khusus 

1. Akad dan Kedudukan Para Pihak dalam Praktik Akad Tabarru‘ di 

PT Prudential Ponorogo 

Kejelasan kontrak atau akad antara peserta dengan perusahaan 

sangatlah penting bagi perusahaan Prudential. Oleh karena itu, 

ketentuan dalam produk-produk asuransi syari‟ah di Prudential ini 

sudah disusun dengan jelas.  

Akad yang digunakan pada produk PRUsyariah adalah akad 

Tabarru„ dan akad Tija>rah. Akad tabarru„ yaitu akad antara sesama 

pemilik polis/peserta yang disebut hibah. Sedangkan akad tija>rah  



70 

 

 

adalah akad antara pemilik polis/peserta dengan Perusahaan Prudential 

yang disebut Wakalah bil Ujrah. 

Dalam produk-produk PRUlink syariah yaitu PIA syariah dan 

PAA Syariah, Premi yang akan dibayarkan peserta dialokasikan ke 

investasi oleh Perusahaan, dan hasilnya akan dibagi menjadi dana 

tabungan dan dana tabarru‟. Perusahaan dengan peserta menggunakan 

akad Wakalah bil Ujrah,  dimana Peserta sebagai muwakkil (pemberi 

kuasa), perusahaan Prudential sebagai wakil (penerima kuasa), obyek 

yang dikuasakan yaitu kegiatan administrasi, pengelolaan dana, 

pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, 

pemasaran, dan investasi.  

Tabarru„ adalah semua bentuk kontrak atau akad yang 

dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan bukan 

semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Dalam akad 

tabarru„ ini peserta memberikan dana hibah  yang akan digunakan 

untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah, 

karena kontrak akad tabarru„ ini bersifat saling menguntungkan antara 

kedua belah pihak yaitu peserta dengan peserta lain. Dana tabarru„ 

sendiri digunakan apabila terjadi musibah diantara peserta yang 

mengajukan klaim. 

Pelaksanaan akad tabarru„ di Prudential ini terbuka dan jelas. 

Dari  jumlah premi yang akan di masukan menjadi dana tabarru„, 

jangka waktu pembayaran akad, bagi hasil dari pengelolaan dana 
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tabarru„  dan sumber klaim semua sudah jelas di paparkan dalam 

sebuah ilustrasi yang merupakan bagian kontrak dari asuransi di 

Prudential. Peserta asuransi Prudential Syari‟ah harus memenuhi 

beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu: 

a. Peserta atau calon pemegang polis dari produk PRUlink 

syariah minimal berusia 21 tahun, boleh dibawah 21 tahun 

apabila sudah menikah. 

b. Peserta atau calon pemegang polis bersedia membayar 

besarnya biaya kontribusi/premi yang telah dipilih hingga 

kontrak berakhir. 

c. Calon tertanggung boleh seorang janin yang masih dalam 

kandungan sampai kurang lebih usia 71 tahun. 

d. Peserta atau Calon pemegang polis bersedia memberikan 

informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan 

penyelesaian dokumen. 

e. Melengkapi seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan , 

seperti: 

1) Mengisi formulir SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa). 

2) Fotokopi kartu identitas (KTP/Pasport/SIM/Akta) 

3) Bukti pembayaran premi pertama nasabah. 

4) Surat kuasa pendebetan rekening apabila premi 

selanjutnya di debet di rekening tabungan. 

5) Fotokopi buku tabungan. 
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6) Menyerahkan surat amandemen apabila ada kesalahan 

dalam penulisan atau pengisian data. 

7) Menyerahkan surat keterangan kesehatan kehamilan 

apabila calon tertanggung dalam kondisi hamil. 

8) Menyertakan surat keterangan kesehatan anak apabila 

usia tertanggung kurang dari tiga tahun. 

f. Calon nasabah yang mengajukan SPAJ harus menyertakan 

lembar ilustrasi. 

 

Hasil wawancara dengan bu Ngesti Rahayu salah satu Agency 

di PT Prudential Ponorogo, beliau mengatakan bahwa setiap mencari 

calon peserta selalu memberikan ilustrasi dari data calon peserta 

tersebut untuk menyakinkan calon peserta dan memberikan penjelasan 

tentang kontribusi pembayaran premi, manfaat asuransi dan penyaluran 

investasi dana premi. Setelah memberikan ringkasan ilustrasi tersebut 

dan calon peserta menyetujui, maka barulah Agen memberikan SPAJ 

Syariah (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) kepada peserta dan setelah 

semua proses selesai maka akan diterbitkan polis untuk peserta.
50

 

 

2. Pengelolaan Dana Tabarru‘ di Prudential Syari’ah. 

Pengelolaan dan penggunaan dana premi pada kedua produk 

asuransi Prudential PRUSyariah adalah: 

                                                           
50

 Ngesti Rahayu, wawancara, Ponorogo, 14 April 2016. 
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a. Prulink Syariah Investor Account (PIA Syariah) 

Pada produk ini, dana tabarru„ sebagai Uang pertanggungan 

(UP) yang akan diberikan kepada peserta yang mengalami resiko akan 

diambilkan dengan cara memotong nilai unit. Jadi dana pembayaran 

atau premi dari nasabah akan dialokasikan oleh Prudential kedalam 

unit-unit, dengan menggunakan harga unit yang berlaku saat itu. 

Harga unit dapat berubah mengikuti kinerja masing-masing dana 

investasi. Uang Pertanggungan (UP) yang diberikan sebagai dana 

klaim sejumlah 125% dari premi tunggal yang dibayarkan pertama. Ini 

artinya dana tabarru„  yang digunakan sebagai Uang Pertanggungan 

(Up) jika terjadi klaim adalah pengambilan dengan cara memotong 

nilai unit dana investasi peserta pada saat pembayaran. Iuran tabarru„ 

dibayarkan pada saat usia masuk dan akan berubah dari tahun ke 

tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan 

juga bergantung pada jenis kelamin dan status merokok saat masuk. 

Ketentuan pembagian alokasi dana PIA Syariah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pembagian alokasi dana premi PIA syariah 
 

Kontribusi Alokasi 

(%) 

Biaya Wakalah 

(%) 

Kontribusi 

Tunggal 

95 5 

Kontribusi Top-Up 95 5 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai operasional dana tabarru„ 

pada Produk PIA syariah bisa dilihat pada skema berikut: 
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Penjelasan dari skema di atas yaitu: 

1) Peserta membayar kontribusi/ premi yang telah disepakati di awal 

dan telah tertera di polis (surat perjanjian asuransi).  

2) Dana kontribusi tersebut akan diinvestasikan sepenuhnya ke 

investasi syariah sesuai dengan pilihan peserta.  

3) Hasil dari investasi tersebut akan dibagi sebagian dimasukkan 

sebagai dana tabarru„ dan sepenuhnya milik peserta, dengan akad 

hibah. Sebagian lagi di ambil untuk biaya operasional dan ujrah 

untuk perusahaan, dan sisanya di masukkan dana tabungan 

Peserta 

Total 

Kontribusi 

Dana Tabarru’ 

Dana diinvestasikan 

perusahaan 

Klaim/ manfaat 

asuransi 

Hasil Investasi Dana 

Tabungan 

Biaya Wakalah/ fee + 

biaya operasional 

perusahaan 
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peserta, yang nantinya akan di kelola atau diinvestasikan kembali 

oleh perusahaan Prudential. 

4) Dana tabarru„ tersebut digunakan untuk memberikan Uang 

Pertanggungan kepada peserta yang terkena resiko. 

b. Prulink Syariah Assurance Account (PAA Syariah) 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Jajang 

Fataro Akbar, yang merupakan Ga Chairman di PT Prudential 

Ponorogo, beliau mengatakan bahwa besaran kontribusi atau premi 

yang dibayarkan oleh masing-masing peserta asuransi syariah di 

Prudential itu berbeda-beda, sesuai dengan usia masuk dan riwayat 

kesehatan tertanggung. Namun, minimum premi yang ditentukan di 

PT Prudential adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
51

 Pada 

produk PAA syariah ini, premi yang dibayarkan peserta akan dibagi 

menjadi dua, yaitu untuk investasi dan untuk dana tabarru„. Untuk 

dana ttabarru„ Prudential menyimpan dana tersebut ke dalam rekening 

khusus dana tabarru„ dan terpisah dari dana lainnya. Karena jika 

dibutuhkan sewaktu-waktu ketika ada nasabah yang mengalami 

resiko, maka dana tabarru„ siap dicairkan.  Perusahaan hanya 

mengelola dana tabarru„ 50% dari iuran tabarru„ yang dihibahkan 

setiap bulan sejak tanggal mulai pertanggungan. Iuran dana tabarru„ 

dikenakan kepada peserta setiap bulan selama berlakunya manfaat 

asuransi dan akan berubah dari tahun ke tahun. Besar iuran tabarru„ 
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yang dibayarkan peserta berbeda-beda sesuai dengan usia yang 

dicapai pada saat tahun berjalan dan juga bergantung pada jenis 

kelamin serta status merokok saat masuk. 

Sedangkan untuk dana investasi, perusahaan akan 

mengalokasikan dana ke 3 jenis pengalokasian dana syari‟ah. 

Ketentuan pembagian alokasi dana PAA Syariah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Pembagian alokasi dana premi PAA syariah 

Tahun Kontribusi Alokasi 

(%) 

Biaya Wakalah 

(%) 

1-2 20 80 

3-5 85 15 

6 ke atas 100 0 

 

Dalam produk PAA syariah ini cara pembayarannya  sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, yaitu bisa secara tahunan, setengah 

tahunan, kwartalan dan bulanan. Operasional dana kontribusi PAA 

syariah dapat dilihat di ringkasan ilustrasi pada lampiran. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Dewi N.E Staf GA 

Operation kantor keagenan PT Prudential Ponorogo, beliau mengatakan 

pengelolaan keluar masuknya dana dikelola langsung oleh pusat, dan 

kantor agency hanya sebagai perantara atau unit-unitnya saja dari pusat. 

Beliau juga mengatakan bahwa pengelolaan premi PRUsyariah di 

Prudential di pisahkan ke dalam dua rekening yaitu rekening tabarru„ dan 

rekening investasi. Alokasi dana di investasikan di saham-saham dan 
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obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, untuk pilihan investasi 

di PRUsyariah terdapat 3 pilihan yaitu Rupiah Syariah Equity Fund 

(investasi berupa saham, dengan resiko tinggi), Rupiah Syariah Managed 

Fund (investasi seimbang, dengan resiko sedang), dan Rupiah Syariah 

Cash & Bond Fund (investasi berupa deposito dan obligasi, dengan resiko 

sedang), sesuai dengan pilihan peserta. Dan hasil dari investasi dana 

tabarru„ dikembalikan atau dimasukkan ke rekening tabarru„ untuk 

peserta.
52

 

Penggunaan dana kontribusi/ klaim juga akan di potong biaya 

administrasi dan biaya akuisisi. Biaya administrasi yaitu biaya yang 

dikenakan secara bulanan sehubungan dengan administrasi polis, untuk 

produk PIA Syariah sebesar Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu limaratus 

rupiah), sedangkan untuk produk PAA Syariah di kenakan Rp.5000,- (lima 

ribu rupiah). Biaya akuisisi yaitu biaya yang dikenakan sehubungan 

dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis yang meliputi 

biaya-biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan percetakan 

dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomuniasi, dan remunerasi 

karyawan dan agen. 

Dana tabarru„ sebagai dana pertanggungan untuk peserta yang 

terkena resiko akan diberikan jika peserta yang tekena resiko memenuhi 

ketentuan-ketentuan dari perusahaan. Ketentuan atau syarat pengajuan 

klaim di Prudential ini yaitu: 
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Tabel 3.3 Ketentuan dan syarat pengajuan klaim PT Prudential. 

Jenis Klaim Syarat-syarat Klaim 

 

PRUmed 

(Masa tunggu 30 hari sejak polis 

aktif) 

 

1. Formulir klaim PRUmed yang 

ditandatangani pemegang polis sesuai 

dengan tanda tangan pada SPAJ. 

2. Surat keterangan dokter (Rawat inap). 

3. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan 

laboraturium dan radiologi (jika ada). 

4. Kwitansi asli berikut rinciannya atau 

kwuitansi tang dilegalisir dari rumah 

sakit  

5. Dokumen-dokumen lain yang 

dianggap perlu oleh PT Prudential. 

 

Cacat Total dan Tetap (TPD) 

1. Formulir klaim Cacat total dan tetap 

yang ditandatangani pemegang polis 

sesuai tanda tangan SPAJ. 

2. Surat keterangan dokter klaim cacat 

total dan tetap (TPD) 

3. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan 

Laboraturium dan Radiologi. 

4. Surat Berita Acara Kepolisian Asli 

untuk cacat yang disebabkan oleh 

kecelakaan dan melibatkan pihak 

kepolisian. 

5. Polis asli. 

6. Dokumen-dokumen lain yang 

dianggap perlu oleh PT Prudential. 

 

 

Penyakit Kritis  

(Masa tunggu 90 Hari sejak polis 

aktif) 

1. Formulir Klaim Penyakit Kritis yang 

ditandatangani oleh pemegang polis 

sesuai tanda tangan pada SPAJ. 

2. Surat keterangan dokter penyakit kritis 

yang sesuai dengan penyakit kritisnya. 

3. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan 

laboraturium dan radiologi. 

4. Polis asli. 

5. Dokumen-dokumen lain yang 

dianggap perlu oleh PT Prudential. 
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3. Tindakan yang dilakukan Prudential Syari’ah Jika Terjadi Surplus 

Underwriting dan Defisit Underwriting atas Dana Tabarru‘ 

Dana tabarru„ yang digunakan sebagai uang pertanggungan bagi 

nasabah atau anggota yang terkena resiko bisa saja terjadi kekurangan atau 

kelebihan dana, karena tidak dapat diperkirakan atau dipastikan berapa 

nasabah atau anggota yang akan terkena resiko. Adapun untuk mengetahui 

kelebihan (surplus) atau kekurangan (defisit) pada dana tabarru„ dihitung 

dengan rumus: 

S - ( A+B ) - (∆V + X + Y) 

Dimana: 

S = Surplus/ Defisit selama tahun keuangan yang 

bersangkutan. 

A = Jumlah Iuran tabarru„ ke dalam dana tabarru„ dari 

peserta selama tahun keuangan yang bersangkutan. 

B = Jumlah pembayaran klaim reasuransi yang didapat dari 

perusahaan reasuransi selama tahun keuangan yang 

bersangkutan. 

∆V = Kenaikan/penurunan cadangan teknis berdasarkan 

perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh pengelola 

selama tahun keuangan yang bersangkutan. 

X = Pembayaran manfaat Asuransi/pengajuan klaim yang 

telah disetujui untuk dibayar selama tahun keuangan yang 

bersangkutan. 

Y = Jumlah pembayaran kontribusi reasuransi selama tahun 

keuangan yang bersangkutan. 

Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka positif maka 

terdapat kelebihan (surplus) dana tabarru„ dan apabila hasil perhitungan 
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menunjukkan angka negatif maka terdapat kekurangan (defisit) dana 

tabarru„.  

Ada beberapa tindakan yang dilakukan perusahaan Prudential jika 

terjadi kelebihan atau kekurangan dana tabarru„, yaitu: 

a. Jika terjadi kelebihan dana tabarru‟ (Surplus Underwriting), maka 

perusahaan melakukan beberapa tindakan, yaitu akan menyimpan dana 

sebagai dana cadangan dan akan memberikan kelebihan dana tersebut 

kepada pemegang polis (Surplus Sharing), setelah dikurangi klaim dan 

hutang kepada perusahaan jika ada. Dalam memberikan kelebihan dana 

tabarru„ kepada pemegang polis, tidak semua dana akan diberikan 

kepada nasabah, melainkan pada akhir tahun finansial, surplus atas dana 

tabarru„ setelah dialokasikan 30% sebagai surplus yang ditahan, dan 

70% akan dibagikan sebesar 80% untuk peserta dan 20% untuk 

perusahaan sebagai keuntungan. Peserta/pemegang polis yang berhak 

menerima  surplus sharing harus memenuhi persyaratan atau ketentuan 

sebagai berikut:  

1) Tidak terjadi klaim sampai dengan tanggal 31 Desember. 

2) Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai 

dengan tanggal 31 Desember. 

3) Polis inforce dan iuran tabarru„ telah dibayar penuh per tanggal 31 

Desember. 

4) Polis masih inforce sampai dengan surplus dibagikan. 



81 

 

 

5) Surplus sharing yang diberikan kepada peserta juga tidak berupa 

uang, tetapi berupa penambahan unit, dengan harga unit berlaku 

saat itu. 

b. Jika terjadi kekurangan dari dana tabarru„ yang digunakan untuk dana 

pertanggungan atau klaim peserta, maka perusahaan prudential akan 

meminjam dari perusahaan asuransi lain dengan akad qa>rd} (hutang 

piutang) tanpa bunga, atau meminjam ke reasuransi. Akan tetapi, dari 

hasil wawancara, perusahaan prudential ini hampir tidak pernah 

mengalami defisit sampai saat ini. 
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BAB IV 

ANALISA FATWA DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 TERHADAP 

PRAKTIK AKAD TABARRU‘ DI KANTOR KEAGENAN 

PT PRUDENTIAL PONOROGO 

 

A. Analisa Terhadap Akad dan Kedudukan Para Pihak pada Praktik Akad 

Tabarru‘ di Prudential Syari’ah 

Paparan data dalam Bab 3 (tiga) menunjukkan serangkaian kegiataan 

yang menitikberatkan kepada ketentuan akad tabarru„di Prudential Syari‟ah. 

Kejelasan akad, kewajiban dan hak antara peserta dengan perusahaan 

sangatlah diperhatikan  di perusahaan Prudential ini. 

Dalam akad yang tekandung dalam setiap produk asuransi syari‟ah, 

DSN MUI telah menetapkan aturan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa 

DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 ketentuan ketiga butir 1 (satu) yang 

menyatakan bahwa: Akad tabarru„ pada asuransi adalah akad yang dilakukan 

dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar 

peserta, bukan untuk tujuan komersial. Maka dalam hal ini, akad yang 

terkandung dalam produk asuransi Prudential Syari‟ah yaitu untuk dana 

tabarru„antara sesama peserta/ pemegang polis menggunakan akad hibah atau 

pemberian. Adanya akad tabarru„inilah yang menjadi pembeda dari akad 

taka>fulipada asuransi konvensional, sehingga asuransi syari‟ah terhindar dari 

unsur garar dan  maisir. Dan apabila dikaitkan dengan fatwa di atas, maka 

sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam fatwa tersebut.  
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Kemudian akad yang digunakan antara peserta dengan perusahaan 

Prudential dalam mengelola dana premi adalah akad tija>rahyaitu wakalah bil 

ujrah. Peserta sebagai muwakkil (pemberi kuasa), perusahaan Prudential 

sebagai wakil (penerima kuasa), obyek yang dikuasakan yaitu kegiatan 

administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, 

pengelolaanportofolioresiko, pemasaran, daninvestasi. Hal tersebut apabila 

dikaitkan dengan fatwa DSNNO.53/DSN-MUI/III/2006 yang terdapat dalam 

ketentuan kelima butir 3 (tiga) yang menyatakan bahwa: Dari hasil investasi, 

perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad 

Mud}a>rabah atau akad Mud}a>rabahMusya>rakah, atau memperoleh ujrah (fee) 

berdasarkan akad WakalahbilUjrah. Maka akad yang digunakan Prudential 

sudah sesuai dengan fatwa tersebut. 

Dalam paparan di bab 2 pada akad tabarru„,  peserta memberikan dana 

hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena 

musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. 

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam 

menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini juga 

diatur dalam fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006 dalam ketentuan keempat 

yang menyatakan bahwa: 

1. Dalam akad tabarru„, peserta memberikan dana hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang 

tertimpa musibah. 
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2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 

dana tabarru„(mu‟amman/mutabarra‟lahu, Ϧّمؤم/Ϫمتبرَع ل ) dan 

secara kolektif selaku penanggung (mu‟ammin/mutabarri„-  

Ϧّمتبرِع/مؤم ). 

3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, 

atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan 

investasi. 

Dari hasil penelitian, praktek akad dan ketentuan di PT Prudential 

sesuai dengan teori diatas. Dimana dalam akad tabarru„ini peserta 

memberikan dana hibah  yang akan digunakan untuk menolong dan 

membantu peserta lain yang terkena musibah, karena kontrak akad tabarru„ini 

bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu peserta dengan 

peserta lain. Kumpulan dana tabarru„hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan para peserta asuransi di perusahaan yang sama, dana 

tabarru„sendiri digunakan apabila terjadi musibah atau resiko diantara peserta 

yang mengajukan klaim. Pelaksanaan akad tabarru„di Prudential ini terbuka 

dan jelas. Dari  jumlah premi yang akan di masukan menjadi dana tabarru„, 

jangka waktu pembayaran kontribusi/ premi, bagi hasil dari pengelolaan dana 

tabarru„ dan sumber klaim semua sudah jelas di paparkan dalam sebuah 

ilustrasi yang merupakan bagian kontrak dari asuransi di Prudential.  

Dalam produk PIA syariah,pembayaran premi sekali bayar 

(SinglePremium), karena PIA syariah ini lebih menitik beratkan pada sisi 

investasinya. Manfaat dari PIA syariah ini adalah manfaat kematian, cacat 
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total dan tetap. Cara pembayaran premi PIA syariah bisa secara transfer 

ataupun cash. Sedangkan untuk produk PAA syariah ini cara pembayaran 

preminya lebih disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu bisa secara 

tahunan, setengah tahunan, kwartalan dan bulanan. Manfaat dari produk 

PAA syariah ini lebih beragam, dimana ada manfaat utama yaitu manfaat 

kematian dan cacat total dan tetap, serta ada manfaat tambahan lainnya 

(riders). Hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan ketiga dalam fatwa 

DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 yang menyatakan bahwa: 

1. Akad tabarru„ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk 

hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, 

bukan untuk tujuan komersial.  

2. Dalam akad tabarru„, harus disebutkan sekurang-kurangnya: 

e. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu. 

f. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 

tabarru„ selaku peserta dalam arti badan/kelompok. 

g. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 

h. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 

yang diakadkan. 

 

B. Analisa Terhadap Pengelolaan Dana Tabarru‘ di Prudential Syari’ah. 

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur 

kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum 

premi yang bisa dibayarkan, namun pada prinsipnya pembayaran premi 
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tergantung pada kemampuan dan kondisi peserta. Setiap dana 

kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikelola oleh prudential 

pusat. PT Prudential Ponorogo hanya sebagai perantara atau unit-unitnya saja 

dari Prudential pusat. Analisis pengelolaan pada produk PRUlinksyariah 

yaitu: 

1. Prulink Syariah Investor Account (PIA Syariah) 

Pada produk PIA Syariah ini, karena produk ini menitik beratkan 

pada investasi, maka kontribusi dari peserta tidak langsung dibagi menjadi 

danatabarru„dan tabungan. Melainkan dana kontribusi diinvestasikan 

terlebih dahulu melalui pembelian unit-unit pada alokasi investasi yang 

tersedia, yaitu Rupiah Syariah Equity Fund, Rupiah Syariah Managed 

Fund ataupun Rupiah Syariah Cash & Bond Fund sesuai dengan pilihan 

peserta. Hasil dari investasi tersebut, barulah diambil sebagian menjadi 

danatabarru„dan menjadi dana hibah  untuk peserta lain yang terkena 

resiko, dibukukan pada rekening tabarru„yang terpisah dengan rekening 

dana lainnya. Serta perusahaan mendapatkan fee dari pengelolaan dana 

kontribusi tersebut sebesar yang telah disepakati pada polis. Minimum 

kontribusi untuk PIA syariah adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta 

rupiah). Kontribusi ini hanya dibayarkan sekali dan di awal saja. 

 

2. Prulink Syariah Assurance Account (PAA Syariah) 

Pada produk PAA syariah ini, premi yang dibayarkan peserta 

langsung dibagi menjadi dua, yaitu untuk tabungan dan untuk dana 
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tabarru„. Untuk dana tabarru„Prudential menyimpan dana tersebut ke 

dalam rekening khusus dana tabarru„ dan terpisah dari dana lainnya. jika 

dibutuhkan sewaktu-waktu ketika ada nasabah yang mengalami resiko, 

maka dana tabarru„ siap dicairkan.  Perusahaan hanya mengelola dana 

tabarru„50% dari iuran tabarru„yang dihibahkan setiap bulan sejak 

tanggal mulai pertanggungan.Iuran dana tabarru„dikenakan kepada 

peserta setiap bulan selama berlakunya manfaat asuransi dan akan 

berubah dari tahun ke tahun. Besar iuran tabarru„ yang dibayarkan 

peserta berbeda-beda sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun 

berjalan dan juga bergantung pada jenis kelamin serta status merokok saat 

masuk. 

Pengelolaan dana tabarru„ pada kedua produk di atas meski terdapat 

perbedaan dalam sistem pembagian dana kontribusi menjadi dana tabarru„dan 

dana tabungan, namun  jika di kaitkan dengan teori pada bab 2, maka sudah 

sesuai. Dan sesuai juga dengan ketentuan dalam fatwa DSN No.53/DSN-

MUI/III/2006 pada ketentuan kelima yang menyatakan bahwa: 

1. Pembukuan dana tabarru„ harus terpisah dari dana lainnya. 

2. Hasil investasi dari dana tabarru„ menjadi hak kolektif peserta dan 

dibukukan dalam akun tabarru„. 

3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil 

berdasarkan akad Mud}a>rabah atau akad Mud}a>rabahMusya>rakah, atau 

memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad WakalahbilUjrah.  
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Perusahaandapatmengambilkeuntungandarihasilinvestasidanatabungan

sajadanjikamengambilkeuntungandaripengelolaandanatabarru„bisadilakukana

pabilaterdapatkelebihandanatabarru„(surplusunderwriting). 

Secaraumum sistem pengelolaan dana tabarru„dalam prakteknya di 

Prudential ini berbeda dengan konsep dan sistem pengelolaan pada asuransi 

konvensional, dimana di dalam asuransi syariah perusahaan hanya bertindak 

sebagai pengelola, atau wakil dari peserta untuk pengelolaan dana. Dan 

dengan pemberian ujrah atau upah untuk perusahaan yang disepakati bersama 

dengan peserta. 

 

C. Analisa Tindakan yang dilakukan Prudential Syari’ah Jika Terjadi 

SurplusUnderwriting dan DefisitUnderwriting atas Dana Tabarru‘. 

Dana tabarru„ yang digunakan sebagai uang pertanggungan bagi 

nasabah atau anggota yang terkena resiko bisa saja terjadi kekurangan atau 

kelebihan dana, karena tidak dapat diperkirakan atau dipastikan berapa 

nasabah atau anggota yang akan terkena resiko. Oleh sebab itu, ada beberapa 

tindakan yang dilakukan perusahaan Prudential jika terjadi kelebihan atau 

kekurangan dana tabarru„. Jika terjadi kelebihan dana tabarru„ (Surplus 

Underwriting), makaperusahaan melakukan beberapa tindakan, yaitu akan 

menyimpan dana sebagai dana cadangan dan akan memberikan kelebihan 

dana tersebut kepada pemegang polis (Surplus Sharing), setelah dikurangi 

klaim dan hutang kepada perusahaan jika ada. Dalam memberikan kelebihan 

dana tabarru„ kepada pemegang polis, tidak semua dana akan diberikan 
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kepada nasabah, melainkan pada akhir tahun finansial, surplus atas dana 

tabarru„setelah dialokasikan 30% sebagai surplus yang ditahan, dan 70% akan 

dibagikan sebesar 80% untuk peserta dan 20% untuk perusahaan sebagai 

keuntungan. Dan pembagian surplus atas kelebihan atas dana tabarru„ ini 

telah disepakati Peserta dan tertera di dalam polis.  

Peserta/pemegang polis yang berhak menerima  surplussharing harus 

memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai berikut:  

1. Tidak terjadi klaim sampai dengan tanggal 31 Desember. 

2. Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan 

tanggal 31 Desember. 

3. Polis inforce dan iuran tabarru„ telah dibayar penuh per tanggal 31 

Desember. 

4. Polis masih inforce sampai dengan surplus dibagikan. 

5. Surplussharing yang diberikan kepada peserta juga tidak berupa uang, 

tetapi berupa penambahan unit, dengan harga unit berlaku saat itu. 

Di dalam Bab II terdapat teori yang menyatakan bahwa Ulama 

Hanafiyah dan Syafi‟iyah berpendapat “hibah tidak dapat dikembalikan, 

kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.” Dalam kenyataan diatas, jika 

terjadi kelebihan pada dana hibah maka sebagian akan dikembalikan pada 

peserta, hal ini berarti tidak sesuai denga teori tersebut. Namun demikian, 

pengembalian/ pembagian kelebihan dana tabarru„ tersebut bukan berarti dana 

hibah yang dibayarkan peserta langsung dibagikan/diberikan. Akan tetapi, 

dana yang dibagikan tersebut merupakan dana hasil dari investasi dana 
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tabarru„oleh perusahaan, sehingga dana tabarru„mengalami kelebihan setelah 

dikurangi keperluan seperti klaim dan hutang kepada pihak lain. 

Pembagiannya pun dengan ditambahkan nilai unit pada dana tabungan peserta. 

Sehingga hal tersebut tidak melanggar syariat islam dan sesuai dengan fatwa 

DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan keenam, yang menyatakan 

bahwa: 

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru„, maka boleh 

dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:  

2. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru„.  

3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya 

kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko. 

4. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian 

lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati 

oleh para peserta. 

5. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui 

terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.  

Sedangkan di dalam fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 dalam 

ketentuan ketujuh, yang menyatakan bahwa: Jika terjadi defisit underwriting 

atas dana tabarru„ (defisittabarru„), maka perusahaan asuransi wajib 

menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qa>rd} (pinjaman).  Dan 

Pengembalian dana qa>rd} kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana 

tabarru„. 
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Hasil penelitian di bab 3, tindakan yang dilakukan perusahaan 

Prudential jika terjadi kekurangan dari dana tabarru„yang digunakan untuk 

dana pertanggungan atau klaim peserta, maka perusahaan prudential akan 

meminjam dari perusahaan asuransi lain dengan akad qa>rd}(hutang piutang) 

tanpa bunga, atau meminjam ke reasuransi. Maka kenyataan tersebut sesuai 

dengan isi fatwa di atas. 

 

 

  



92 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab 2, dengan kenyataan 

yang peneliti temukan di lapangan yang di tuangkan di dalam bab 3, dan 

berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat penyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kejelasan kontrak atau akad antara sesama peserta maupun dengan 

perusahaan telah ditentukan dan sudah disusun dengan jelas. Akad 

yang digunakan pada produk PRUlink syariah adalah akad 

tabarru„ dan akad tija>rah. Akad tabarru„ yaitu akad antara sesama 

pemilik polis/peserta yang disebut hibah. Sedangkan akad tija>rah 

adalah akad antara pemilik polis/peserta dengan Perusahaan 

Prudential yang disebut Wakalah bil Ujrah. Di dalam akad 

tabarru„ ini peserta memberikan dana hibah  yang akan digunakan 

untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah, 

karena kontrak akad tabarru„ ini bersifat saling menguntungkan 

antara kedua belah pihak yaitu peserta dengan peserta lain. 

Kumpulan dana tabarru„ hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan para peserta asuransi di perusahaan yang sama, dana 

tabarru„ sendiri digunakan apabila terjadi musibah atau resiko 

diantara peserta yang mengajukan klaim. Pelaksanaan akad 

tabarru„ di Prudential ini terbuka dan jelas. Dari  jumlah premi 
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yang akan di masukan menjadi dana tabarru„, jangka waktu 

pembayaran kontribusi/ premi, bagi hasil dari pengelolaan dana 

tabarru„ dan sumber klaim semua sudah jelas di paparkan dalam 

sebuah ilustrasi yang merupakan bagian kontrak dari asuransi di 

Prudential. Dan semua hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa 

DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006 yang menetapkan tentang akad 

pada asuransi syari‟ah. 

2. Pengelolaan dana tabarru„ di Prudential yakni setiap dana 

kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikelola oleh 

prudential pusat. PT Prudential Ponorogo hanya sebagai perantara 

atau unit-unitnya saja dari Prudential pusat. Dalam pengelolaan di 

produk PIA Syariah, karena produk ini menitik beratkan pada 

investasi, maka kontribusi dari peserta tidak langsung dibagi 

menjadi dana tabarru„ dan tabungan. Melainkan dana kontribusi 

diinvestasikan terlebih dahulu melalui pembelian unit-unit pada 

alokasi investasi yang tersedia, hasil dari investasi tersebut, 

barulah diambil sebagian menjadi dana tabarru„ yang akan 

menjadi dana hibah  untuk peserta lain yang terkena resiko, 

dibukukan pada rekening tabarru„ yang terpisah dengan rekening 

dana lainnya. Dan perusahaan mendapatkan fee dari pengelolaan 

dana kontribusi tersebut sebesar yang telah disepakati pada polis. 

Sedangkan pada produk PAA syariah, premi yang dibayarkan 

peserta langsung dibagi menjadi dua, yaitu untuk investasi dan 
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untuk dana tabarru„. Untuk dana tabarru„ Prudential menyimpan 

dana tersebut ke dalam rekening khusus dana tabarru‟ dan terpisah 

dari dana lainnya. Jika dibutuhkan sewaktu-waktu ketika ada 

nasabah yang mengalami resiko, maka dana tabarru„ siap 

dicairkan.  Perusahaan hanya mengelola dana tabarru„ 50% dari 

iuran tabarru„ yang dihibahkan setiap bulan sejak tanggal mulai 

pertanggungan. Praktek pengelolaan di atas telah sesuai dengan 

fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan 

pengelolaan dana tabarru„.  

3. Tindakan yang dilakukan Perusahaan Prudential jika terjadi 

kelebihan dana tabarru„ (Surplus Underwriting), yaitu akan 

menyimpan dana sebagai dana cadangan dan akan memberikan 

kelebihan dana tersebut kepada pemegang polis (Surplus Sharing), 

setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan jika ada. 

Dalam memberikan kelebihan dana tabarru„ kepada pemegang 

polis, tidak semua dana akan diberikan kepada peserta/ pemegang 

polis, melainkan pada akhir tahun finansial, surplus atas dana 

tabarru„ setelah dialokasikan 30% sebagai surplus yang ditahan, 

dan 70% akan dibagikan sebesar 80% untuk peserta dan 20% 

untuk perusahaan sebagai keuntungan. Dan pembagian surplus 

atas kelebihan dana tabarru„ ini telah disepakati Peserta dan 

tertera di dalam polis. Peserta/pemegang polis yang berhak 

menerima  surplus sharing harus memenuhi persyaratan atau 
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ketentuan yang telah di tentukan perusahaan Prudential. Kemudian 

tindakan yang dilakukan perusahaan Prudential jika terjadi 

kekurangan dari dana tabarru„ yang digunakan untuk dana 

pertanggungan atau klaim peserta, maka perusahaan prudential 

akan meminjam dari perusahaan asuransi lain dengan akad qa>rd} 

(hutang piutang) tanpa bunga, atau meminjam ke reasuransi. 

Tindakan-tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006, yakni ketentuan 

tentang surplus dan defisit underwriting. 

 

B. Saran  

Kepada pihak PT Prudential Ponorogo, dalam melaksanakan praktik 

akad tabarru„ sudah sangat baik, akan tetapi hendaknya PT Prudential lebih 

memberikan pemahaman tentang tata cara pengelolaan dana kontribusi 

kepada para agency. Agar para Agen juga bisa memberikan penjelasan lebih 

akurat kepada para calon peserta/ nasabah. 

Hendaknya untuk pembagian kelebihan (surplus) dari dana tabarru„, 

bagian untuk dana cadangan dilebihkan menjadi 50% dari total kebihan 

setelah dikurangi klaim atau hutang jika ada, agar jika terjadi kekurangan 

(defisit)  di tahun-tahun selanjutnya tidak perlu berhutang kepada reasuransi 

atau Perusahaan lain. 
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